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Ringkasan Eksekutif 

 

1. Latar Belakang 

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh perlunya peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan 

konstruksi. Masalah yang sering timbul dengan kontrak tradisional yang saat ini adalah 

terjadinya penurunan tingkat pelayanan jalan dalam umur rencananya, keterlambatan 

pemeliharaan jalan yang berakibat tingginya biaya pemeliharaan, kurang efisiennya 

penggunaan sumber daya manusia dan waktu, serta mahalnya biaya konstruksi jalan di 

atas tanah lunak.  

 

Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan adanya kajian serta implementasi 

kontrak alternatif yang disebut kontrak berbasis kinerja (Performance Based Contract, 

PBC). 

 

2. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan panduan pemilihan tipe kontrak 

untuk konstruksi jalan di atas tanah lunak dan pengembangan standar baku dokumen 

kontrak berbasis kinerja. 

 

Sasaran dari kegiatan ini adalah: 

Tahun Anggaran 2006: 

·  Untuk mengeksplorasi dan mengkaji tipe kontrak yang sesuai digunakan untuk 

konstruksi jalan di atas tanah lunak 

·  Untuk menyusun panduan pemilihan tipe kontrak termasuk (decision support system) 

Volume I yang bersifat teori 

 

Tahun Anggaran 2007: 

·  Penyusunan panduan PBC Volume II yang bersifat aplikatif yang berisi antara lain 

hasil studi komparatif antara kontrak tradisional dan PBC 

·  Penyusunan proposal seksi percobaan (trial section) termasuk dokumen kontrak 

 

Tahun Anggaran 2008 – 2010: 

·  Untuk mendapatkan data kinerja jalan jangka panjang untuk evaluasi efektifitas 

penerapan kontrak alternatif berbasis kinerja yang diperlukan dalam pengkinian 



 

 

 

 

 

pedoman dan dokumen kontrak. 

 

3. Hipotesa 

Hipotesa tidak dibentuk karena pada kegiatan yang bersifat kajian ini tidak dilakukan 

pembuktian atau pengujian hipotesa 

 

4. Metodologi 

Kegiatan penyusunan pedoman PBC pada intinya dilakukan dengan transfer 

pengetahuan dari Tim Belanda yang telah berpengalaman dalam penerapan PBC. Hasil 

diskusi dengan tim Belanda ini akan diadaptasi dengan kondisi Indonesia melalui diskusi 

dengan narasumber. Nara sumber untuk tahun anggaran 2007 adalah dari Bina Marga 

dan Bapekin. Pada tahun anggaran 2008 akan dilakukan diskusi dengan stake holders 

yang lebih luas (melibatkan praktisi konsultan dan kontraktor).  

 

Kegiatan diskusi telah dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu di Ciater tanggal 5-8 September 

2005 dan di Jakarta 28Juni-1 Juli 2006 dan 11-14 Desember 2006. 

 

5. Hasil Pengkajian 

Dari hasil kajian pustaka dan workshop telah teridentifikasi perlunya penerapan PBC di 

Indonesia untuk mengurangi masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan praktik 

kontrak tradisional saat ini. 

 

Walaupun demikian, masih ada beberapa aspek yang dapat menjadi kendala penerapan 

PBC di Indonesia. Aspek-aspek tersebut antara lain masalah identifikasi resiko, alokasi 

resiko antara pemilik proyek dan penyedia jasa, aspek-aspek hukum dan kesiapan 

kontraktor dalam melakukan PBC. 

 

6. Kesimpulan dan Saran 

Dari hasil Workshop, ditengarai perlunya menerapkan kontrak berbasis kinerja 

(Performance Based Contract, PBC) di Indonesia karena alasan sebagai berikut: 

·  Perlunya mempertahankan tingkat layanan jalan selama umur rencananya dengan 

pekerjaan pemeliharaan yang efisien. 

·  Meningkatnya biaya pemeliharaan jalan akibat keterlambatan pekerjaan pemeliharaan 

yang diakibatkan terlambatnya ketersediaan dana 



 

 

 

 

 

·  Perlunya mengefisienkan sumber daya manusia dalam pengadaan jasa konsultansi 

dan konstruksi  

·  Perlunya integrasi antara perencanaan dan konstruksi akibat keterbatasan waktu 

proyek (misalnya pembangunan Jembatan Cipada di Cipularang) 

·  Sulitnya menentukan pihak yang bertanggung jawab antara pemilik proyek dan 

penyedia jasa apabila terjadi kegagalan konstruksi 

·  Perlunya menciptakan inovasi teknologi untuk menurunkan biaya konstruksi jalan di 

atas tanah lunak. 

 

Tipe kontrak yang sesuai untuk PBC adalah tipe kontrak terintegrasi dan kontrak lifecycle, 

yaitu kontrak tim pembangunan, kontrak perencanaan dan pembangunan, kontrak terima 

jadi, kontrak umum, kontrak perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan, kontrak 

pembangunan, pengoperasian dan transfer dan kontrak aliansi. 

 

Penyusunan konsep panduan pemilihan tipe kontrak dan decision support system telah 

dilakukan pada Tahun Anggaran ini. Judul konsep panduan ini adalah “Practical Guideline 

on Performance Based Contracts in Indonesia”. Panduan ini terdiri dari 9 Bab yang 

mencerminkan langkah-langkah penentuan tipe kontrak serta decision support system.  

 

Untuk penerapan PBC, disarankan untuk melakukan analisis resiko dan manajemen 

resiko secara mendetail, perlu adanya regulasi yang mendukung aplikasi PBC, serta 

sosialisasi PBC kepada penyedia jasa. 

 

7. Foto-foto Kegiatan 

 

Workshop Ciater 



 

 

 

 

 

 

Small Group Discussion, Jakarta 28Juni-1 Juli 2006 

 

 

Small Group Discussion, Jakarta 11-14 Desember 2006 

 



 

 

 

 

 

Kata Pengantar 

 

Latar belakang dari kegiatan ini adalah perlunya meningkatkan efisiensi dalam 

penyelenggaraan konstruksi yang salah satunya berkaitan dengan kontrak. Penerapan 

kontrak berbasis kinerja (PBC) diharapkan dapat mengurangi masalah-masalah yang 

timbul dari penerapan kontrak tradisional saat ini. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan panduan pemilihan tipe kontrak 

untuk konstruksi jalan di atas tanah lunak dan pengembangan standar baku dokumen 

kontrak berbasis kinerja. Sasaran dari kegiatan Tahun Anggaran 2006 ini adalah kajian 

tipe-tipe kontrak yang sesuai digunakan untuk konstruksi jalan di atas tanah lunak dan 

penyusunan konsep pedoman pemilihan tipe kontrak serta sistem pendukung 

pengambilan keputusan (decision support system). 

 

Tahapan kegiatan pada Tahun 2006 pada intinya dilakukan dengan transfer pengetahuan 

dari Tim Belanda yang telah berpengalaman dalam penerapan PBC. Hasil diskusi dengan 

tim Belanda ini akan diadaptasi dengan kondisi Indonesia melalui diskusi dengan 

narasumber. Nara sumber untuk tahun anggaran 2007 adalah dari Bina Marga dan 

Bapekin. Pada tahun anggaran 2008 akan dilakukan diskusi dengan stake holders yang 

lebih luas (melibatkan praktisi konsultan dan kontraktor).  

 

Dari kegiatan tahun Anggaran 2006 telah disusun konsep panduan pemilihan tipe kontrak 

termasuk decision support system yang bersifat teori. Dari hasil workshop ditengarai perlu 

adanya panduan yang bersifat lebih aplikatif dan direncanakan untuk dilaksanakan pada 

Tahun Anggaran 2007. 

 

Diharapkan kegiatan ini dapat diterapkan dalam skala penuh untuk menerapkan panduan 

yang telah terususun serta mengevaluasi efektifitas penerapan PBC untuk kondisi di 

Indonesia. Untuk penerapan PBC, disarankan untuk melakukan analisis resiko dan 

manajemen resiko secara mendetail, perlu adanya regulasi yang mendukung aplikasi 

PBC, serta sosialisasi PBC kepada penyedia jasa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Abstrak 

Untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan konstruksi yang salah satunya 

berkaitan dengan kontrak, ditengarai perlunya penerapan kontrak alternatif yang berbasis 

kinerja atau disebut Performance Based Contract (PBC).  

 

Melalui penerapan PBC diharapkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kontrak 

tradisional dapat direduksi. Dengan skema PBC yang mengintegrasikan tahap desain, 

konstruksi dan/atau pemeliharaan, penyedia jasa bertanggung jawab secara penuh untuk 

memenuhi kinerja jalan selama umur rencananya. Kontrak PBC yang bersifat lumpsum 

akan menghindarkan terjadinya claim atau perubahan order kontrak (change of contract 

order) sehingga pemilik proyek mempunyai estimasi biaya yang lebih pasti. Dengan 

spesifikasi kinerja yang digunakan dalam skema PBC, akan tercipta inovasi-inovasi 

teknologi karena penyedia jasa bebas memilih alternatif-alternatif teknologi selama dapat 

memenuhi spesifikasi kinerjanya. 

 

Kegiatan ini direncanakan sebagai kegiatan litbang multi tahun (2006-2010) dimana pada 

tahun 2006 mempunyai tujuan untuk mengembangkan panduan pemilihan tipe kontrak 

untuk konstruksi jalan di atas tanah lunak termasuk decision support system (DSS). Pada 

tahun 2007 direncanakan pengembangan dokumen kontrak berbasis kinerja dan 

penerapannya secara langsung melalui konstruksi seksi percobaan (trial section) skala 

penuh, tahun 2008-2009 monitoring kinerja dan 2010 meliputi kegiatan analisis dan 

evaluasi akhir serta pengkinian panduan dan dokumen kontrak. 

 

Dari kegiatan tahun Anggaran 2006 telah disusun konsep panduan pemilihan tipe kontrak 

termasuk decision support system yang bersifat teori. Dari hasil workshop ditengarai perlu 

adanya panduan yang bersifat lebih aplikatif dan direncanakan untuk dilaksanakan pada 

Tahun Anggaran 2007. 

 

Disarankan kegiatan ini diterapkan dalam skala penuh untuk menerapkan panduan yang 

telah terususun serta mengevaluasi efektifitas penerapan PBC untuk kondisi di Indonesia. 

Untuk penerapan PBC, disarankan untuk melakukan analisis resiko dan manajemen 

resiko secara mendetail, perlu adanya regulasi yang mendukung aplikasi PBC, serta 

sosialisasi PBC kepada penyedia jasa. 
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1 Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang  

Konstruksi jalan di atas tanah lunak dan pemeliharaannya sering memerlukan biaya yang 

sangat tinggi. Untuk mendapatkan biaya yang efisien diperlukan adanya stimulasi 

terhadap inovasi-inovasi teknologi diantaranya dengan menerapkan kontrak alternatif 

berbasis kinerja.  

 

Pada saat ini tipe kontrak yang biasa digunakan oleh Departemen Pekerjaan Umum 

masih memisahkan tahap desain, konstruksi dan pemeliharaan jalan. Kontrak tersebut 

memakai sistem satuan harga (unit price) dan mensyaratkan spesifikasi teknis tertentu 

yang harus digunakan oleh penyedia jasa (kontraktor). Dengan tipe kontrak ini, terutama 

pada kasus jalan di atas tanah lunak, seringkali terjadi pembengkakan biaya akibat 

adanya pekerjaan-pekerjaan tambahan yang belum teridentifikasi dalam tahap desain. 

Jadi dalam hal ini, resiko meningkatnya biaya konstruksi dan pemeliharaan jalan 

sepenuhnya dipikul oleh pemilik proyek. 

 

Dalam tipe kontrak berbasis kinerja, terdapat integrasi dari seluruh tahap desain, 

konstruksi dan pemeliharaan. Pemilik proyek hanya mensyaratkan kinerja jalan yang ingin 

dicapai dan penyedia jasa sepenuhnya melakukan desain, konstruksi dan pemeliharaan 

jalan. Dengan tipe kontrak ini, kontraktor dapat melakukan inovasi-inovasi teknologi untuk 

mendapatkan biaya konstruksi dan pemeliharaan jalan yang paling efisien. Dampak positif 

lain dari tipe kontrak ini adalah terdistribusinya resiko peningkatan biaya konstruksi dan 

pemeliharaan antara pemilik proyek dan kontraktor.  

 

Kegiatan ini direncanakan sebagai kegiatan litbang multi tahun (2006-2010) dimana pada 

tahun 2006 mempunyai tujuan utama untuk mengembangkan panduan pemilihan tipe 

kontrak untuk konstruksi jalan di atas tanah lunak termasuk decision support system 

(DSS). Pada tahun 2007 direncanakan pengembangan dokumen kontrak berbasis kinerja 

dan penerapannya secara langsung melalui konstruksi seksi percobaan (trial section) 

skala penuh, tahun 2008-2009 monitoring kinerja dan 2010 meliputi kegiatan analisis dan 

evaluasi akhir serta pengkinian panduan dan dokumen kontrak. 
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1.2 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dari kegiatan ini adalah: 

·  Pengembangan panduan pemilihan tipe kontrak untuk konstruksi jalan di atas tanah 

lunak 

·  Pengembangan standar baku dokumen kontrak berbasis kinerja 

 

Sasaran dari kegiatan ini adalah: 

Tahun Anggaran 2006: 

·  Untuk mengeksplorasi dan mengkaji tipe kontrak yang sesuai digunakan untuk 

konstruksi jalan di atas tanah lunak 

·  Untuk menyusun panduan pemilihan tipe kontrak termasuk (decision support system) 

Volume I yang bersifat teori 

 

Tahun Anggaran 2007: 

·  Penyusunan panduan PBC Volume II yang bersifat aplikatif yang berisi antara lain 

hasil studi komparatif antara kontrak tradisional dan PBC 

·  Penyusunan proposal seksi percobaan (trial section) termasuk dokumen kontrak 

 

Tahun Anggaran 2008 – 2010: 

·  Untuk mendapatkan data kinerja jalan jangka panjang untuk evaluasi efektifitas 

penerapan kontrak alternatif berbasis kinerja yang diperlukan dalam pengkinian 

pedoman dan dokumen kontrak. 

1.3 Luaran (Output) 

Tahun Anggaran 2006: 

·  Konsep panduan pemilihan tipe kontrak untuk konstruksi jalan di atas tanah lunak 

(Volume I: Teori), dalam bahasa Inggris 

·  Konsep decision support system pemilihan tipe kontrak, dalam bahasa Inggris 

  

Tahun Anggaran 2007: 

·  Konsep dokumen kontrak berbasis kinerja (Volume I: Teori) dalam bahasa Indonesia 

·  Hasil studi komparatif antara Kontrak Tradisional dan PBC 

·  Konsep dokumen kontrak berbasis kinerja (Volume II: Aplikasi) dalam bahasa 

Indonesia 
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·  Proposal Pilot Project, termasuk dokumen kontrak 

  

Tahun Anggaran 2008 – 2010:  

·  Konstruksi seksi uji coba  

··   Pemasangan instrumentasi pada seksi uji coba untuk pengukuran kinerja jalan  

·  Hasil monitoring dan evaluasi kinerja jalan  

·  Evaluasi dan pengkinian pedoman PBC  termasuk decision support system 

1.4 Hasil (Outcome) 

Dengan adanya decision support system tersebut, akan tersedia pedoman bagi para 

pengambil keputusan dalam memilih tipe kontrak yang sesuai untuk konstruksi jalan. 

 

Standar baku dokumen kontrak berbasis kinerja bermanfaat sebagai acuan untuk 

menyusun dokumen kontrak untuk konstruksi jalan di atas tanah lunak. 

1.5 Keuntungan (Benefit) 

Keuntungan dari kegiatan ini adalah adanya stimulasi terhadap inovasi-inovasi teknologi 

penanganan jalan di atas tanah lunak. 

1.6 Dampak (Impact) 

Dampak dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi biaya konstruksi dan 

pemeliharaan jalan pada tanah lunak dengan memberikan kesempatan terhadap inovasi-

inovasi teknologi melalui penerapan dokumen alternatif berbasis kinerja. 
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2 Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dibagi dalam kegiatan ini mencakup kajian tipe-tipe kontrak, tahapan 

kegiatan proyek di Bina Marga, undang-undang atau peraturan mengenai kebijakan yang 

berhubungan dengan penerapan kontrak berbasis kinerja dan studi kasus penerapan 

kontrak berbasis kinerja di Indonesia dan di luar negeri. 

2.1 Definisi Kontrak 

Sebagian besar pekerjaan infrastruktur dilakukan di bawah kontrak. Kontrak merupakan 

kesepakatan yang mewajibkan seluruh pihak untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang 

disyaratkan. Dalam suatu kontrak konstruksi, kontraktor harus membuat suatu konstruksi 

sedangkan pemilik proyek harus membayarnya. Kontrak konstruksi mempunyai beberapa 

fungsi yaitu: 

·  Memberikan spesifikasi pekerjaan yang harus dilakukan oleh kontraktor tersmasuk 

kualitas yang dibutuhkan dan waktu untuk menyelesaikan setiap bagian pekerjaan. 

·  Mendefinisikan masalah pembayaran, diantaranya volume pekerjaan yang harus 

dibayar, pekerjaan tambah-kurang dan kapan pembayaran dilakukan. 

·  Mendefinisikan pihak mana yang bertanggung jawab jika terjadi suatu hal di luar di 

luar kontrol semua pihak (misalnya cuaca buruk, kesulitan jalan akses, perubahan 

peraturan, kondisi tanah dasar, dan sebagainya). 

·  Mendefinisikan siapa yang bertanggung jawab untuk menangani berbagai macam 

perselisihan  

 

Segitiga pekerjaan konstruksi terdiri dari pemilik proyek, perencana dan kontraktor yang 

masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut: 

·  Pemilik proyek memutuskan lingkup, program, waktu dan biaya proyek sebelum 

perencanaan. Selama tahap perencanaan dan konstruksi, pemilik proyek dapat 

melakukan pengawasan kemajuan dan kualitas pekerjaan. 

·  Perencana (arsitek) melakukan perencanaan bentuk, ukuran dan penampilan estetis 

dari suatu konstruksi. Perencana memberikan gambar rencana dan spesifikasi yang 

dibutuhkan. 

·  Perencana melakukan perencanan elemen-elemen struktur dan memberikan gambar 

rencana serta spesifikasinya. Perencana juga menjamin keamanan, kekuatan dan 
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stabilitas konstruksi. Selama masa konstruksi, sebagai wakil pemilik proyek, 

perencana dapat menjadi pengawas kemajuan dan kualitas pekerjaan. 

·  Kontraktor melakukan konstruksi sesuai dengan desain yang diberikan konsultan. 

Kontraktor merupakan penentu utama dari segi biaya, waktu dan kualitas dari suatu 

proyek. 

 

Kontrak yang biasa dilaksanakan di Indonesia adalah kontrak yang terpisah antara 

perencanaan, konstruksi dan pemeliharaan atau disebut Kontrak Tradisional. Sejak tahun 

1990an, terdapat tendensi ke arah kontrak yang lebih terintegrasi yang disebut Kontrak 

Berbasis Kinerja atau Performance Based Contract (PBC). Jenis-jenis kontrak yang 

termasuk dalam PBC diantaranya adalah Building Team Contract, Turnkey Contract, 

Design & Build Contract dan Alliance Contract. Pemilihan jenis kontrak tersebut 

tergantung dari waktu, sumber daya, biaya, tanggung jawab perencanaan dan resiko 

pekerjaan. Tipe kontrak tersebut diterangkan lebih lanjut di sub bab berikut ini. 

2.2 Tipe Kontrak  

Tipe-tipe kontrak dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut yaitu: 

·  Tradisional: memisahkan perencanaan, konstruksi dan pemeliharaan 

·  Terintegrasi: perencanaan dan konstruksi digabung 

·  Lifecycle: perencanaan, konstruksi dan pemeliharaan digabung 

Hubungan antara tipe-tipe kontrak dan tingkat integrasi diperlihatkan pada Tabel 2.1 dan 

diterangkan lebih lanjut pada Sub Bab di bawah ini (O’reilly, 1996; O’reilly, 1999). 

 

Tabel 2.1. Tipe Kontrak dan Tingkat Integrasi 

Contract Type Tradisional  Terintegrasi  Lifecycle 
Traditional Contract X   
Building Team Contract X   
Design and Build Contract  X  
Turnkey Contract (EPC)  X  
General Contracting  X  
Design, Build and Maintenance Contract   X 
BOT Contract   X 
Alliance Contract X X X 
 

 



 

   6 

2.2.1 Kontrak Tradisional 

Dalam suatu kontrak tradisional, pemilik proyek (biasanya dibantu oleh suatu konsultan) 

mempersiapkan dokumen desain dan dokumen kontrak. Kontraktor kemudian dipilih 

melalui suatu proses seleksi dan kontraktor yang terpilih melakukan pekerjaan di bawah 

pengawasan konsultan pengawas. Konsultan pengawas tersebut bertanggung jawab 

terhadap pemilik proyek. Skema Kontrak Tradisional diperlihatkan pada Gambar 2.1. 

 

Requirements Design Construction

(1) (2) (3)

Requirements Design ConstructionRequirements Design Construction

(1) (2) (3)(1) (2) (3)

Line organisation

Contract

Tendering 

Line organisation

Contract

Tendering 

Traditional Contract

Employer (1)

Architect (2)

Engineer (2)

Contractor (3)

Subcontractor (3) Subcontractor (3) Subcontractor (3)

Traditional Contract

Employer (1)

Architect (2)

Engineer (2)

Contractor (3)

Subcontractor (3) Subcontractor (3) Subcontractor (3)

 

Gambar 2.1. Skematisasi Kontrak Tradisional 
 

2.2.2 Kontrak Tim Pembangunan ( Building Team Contract ) 

Kontrak Tim Pembangunan berarti dalam suatu kerjasama sementara, pemilik proyek, 

konsultan perencana dan kontraktor bekerja bersama dalam suatu proses pembangunan. 

Kontraktor biasanya tidak dipilih melalui suatu seleksi dan kontraktor menghitung biaya 

konstruksi berdasarkan perkiraan biaya secara terbuka. Skema Building Team Contract 

diperlihatkan pada Gambar 2.2 
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Contract
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Contract

Tendering 

Requirements Design ConstructionRequirements Design Construction

(1) (2)

(3)

Building Team

Building Team Contract
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Building Project Manager

Engineer (2) Architect (2)

Contractor (3)

Subcontractor (3) Subcontractor (3) Subcontractor (3)

Building Team Contract

Employer (1)   

Building Project Manager

Engineer (2) Architect (2)

Contractor (3)

Subcontractor (3) Subcontractor (3) Subcontractor (3)

 

Gambar 2.2. Skematisasi Kontrak Tim Pembangunan 
 

2.2.3 Kontrak Perencanaan dan Pembangunan ( Design and Build Contract ) 

Dalam tipe kontrak ini, pemilik proyek mempersiapkan program kebutuhannya dan 

perencanaan dasar (basic desain). Pemilik proyek kemudian memilih suatu badan yang 

bertindak sebagai arsitek, perencana dan kontraktor pelaksana dalam satu kontrak untuk 

melakukan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi. Selama pelaksanaan pekerjaan, 

pemilik proyek akan memeriksa apakah perencanaan dan konstruksi telah memenuhi 

kriteria yang telah disyaratkan. Skema kontrak perencanaan dan pembangunan 

diperlihatkan pada Gambar 2.3. 

 

Line organisation

Contract

Tendering 

Line organisation

Contract

Tendering 

Requirements Design ConstructionRequirements Design Construction

(1)

(3,2)(3,2)

(4)(1
)
(1
)

Design & Build Contract

Client (1)

Consulting Designer (4)

Contractor (3)

Architect / Designer (2) Subcontractor (3)

Design & Build Contract

Client (1)

Consulting Designer (4)
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Architect / Designer (2) Subcontractor (3)

 

Gambar 2.3. Skematisasi Kontrak Perencanaan dan Pembangunan 
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2.2.4 Kontrak Turnkey ( Turnkey Contract ) 

Kontrak turnkey (juga dikenal sebagai kontrak pengadaan konstruksi) pada dasarnya 

sama dengan kontrak perencanaan dan pembangunan, perbedaannya hanya tingkat 

pengaruh pemilik proyek dalam mengontrol proses pekerjaan. Dalam kontrak turnkey, 

pemilik proyek hanya memeriksa hasil akhir pekerjaan. 

 

2.2.5 Kontrak Umum ( General Contracting ) 

Kontrak umum sama dengan kontrak turnkey, perbedaannya adalah kontraktor terlibat 

dari awal proses pekerjaan termasuk saat penentuan program kebutuhan. Skema Kontrak 

Umum disajikan pada Gambar 2.4. 
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(2) (3)
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(2) (3)

(4)
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Building Project Manager (4)
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Contractor (3)

Subcontractor (3) Subcontractor (3) Subcontractor (3)
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Building Project Manager (4)

Designer (2) Architect (2)

Contractor (3)

Subcontractor (3) Subcontractor (3) Subcontractor (3)

 

Gambar 2.4. Skematisasi Kontrak Umum 
 

2.2.6 Kontrak Perencanaan, Pembangunan dan Pemeliha raan (Design, Build and 

Maintenance Contract ) 

Tipe kontrak ini sama dengan Kontrak Perencanaan dan Pembangunan, tetapi ditambah 

dengan komponen pemeliharaan. Oleh karena itu pemilik proyek akan mempersiapkan 

program pemeliharaan selain perencanaan dasar. Program pemeliharaan menjelaskan 

periode pemelihraan, kinerja fungsional dan operasional dari konstruksi yang telah 

dibangun, tingkat kerusakan (deterioration) dari infrastruktur, pembayran selama masa 

pemeliharaan dan sebagainya. Untuk proyek jalan, kebutuhan pemeliharaan dapat 

mencakup penurunan maksimum dan penurunan diferensial setelah sekian tahun.  
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Pemilik proyek akan memilih badan atau perusahaan yang berfungsi sebagai arsitek, 

perencana dan kontraktor dalam satu kontrak. Selama pelaksanaan proyek, pemilik 

proyek akan memeriksa apakah perencanaan dan konstruksi telah memenuhi kriteria 

yang telah disyaratkan. Skema kontrak ini diperlihatkan pada Gambar 2.5. 
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Engineers (2)Engineers (2) Sub contr. (3)Sub contr. (3)

Main contractor (3)Main contractor (3)

management

Legal structure.

procurement

management

Legal structure.

procurement

(1) (4)

(3,2)
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(1) (4)

(3,2)

definition design realisation exploitationdefinition design realisation exploitation

 

Gambar 2.5. Skematisasi Kontrak Perencanaan, Pembangunan dan Pemeliharaan 
 

2.2.7 Kontrak Pembangunan, Pengoperasian dan Transf er (Build Operate Transfer 

Contract , BOT) 

Dalam suatu kontrak BOT, suatu badan swasta (pemegang konsesi) menerima suatu 

konsesi untuk mengembangkan, mendanai, mengoperasikan, memelihara dan dan 

kemungkinan secara sementara memiliki suatu proyek. Di akhir periode konsesi, proyek 

tersebut diserahkan pada pemilik proyek. 

 

2.2.8 Kontrak Aliansi (Alliance Contracting) 

Kontrak aliansi adalah sebuah pendekatan manajemen skala penuh yang berbeda jauh 

dengan kontrak tradisional. Komponen fundamental dari kontrak aliansi adalah: 

·  Kerjasama benar-benar berdasarkan kesetaraan dari seluruh pihak yang terlibat 

·  Tujuan umum yang jelas 

·  Jalan yang disepakati untuk menyelesaikan masalah 
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Setiap komponen didasarkan kepercayaan dan keinginan untuk bekerjasama dan 

berkomunikasi dalam suatu proses yang terbuka. 

2.3 Jenis Kontrak di Indonesia Menurut Keppres No 8 0/2003 

Jenis kontrak di Indonesia secara formal didefinisikan melalui Pasal 30 Keppres No. 

80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan 

penjelasannya sebagai berikut: 

 

Pasal 30 

(1) Kontrak pengadaan barang/jasa dibedakan atas:  

a.  berdasarkan bentuk imbalan: 

1) lump sum;  

2)  harga satuan;  

3)  gabungan lump sum dan harga satuan; 

4)  terima jadi (turn key); 

5)  persentase. 

b. berdasarkan jangka waktu pelaksanaan:  

1)  tahun tunggal; 

2)   tahun jamak. 

 c. berdasarkan jumlah pengguna barang/jasa: 

1)   kontrak pengadaan tunggal; 

2)   kontrak pengadaan bersama. 

(2) Kontrak lump sum  adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian 

seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan 

tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan 

sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.  

(3) Kontrak harga satuan  adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian 

seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti 

dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, 

yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan 

pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan 

yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. 

(4) Kontrak gabungan lump sum dan harga satuan  adalah kontrak yang merupakan 

gabungan lump sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. 
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 (5) Kontrak terima jadi   adalah kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan atas 

penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga 

pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama 

maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja 

yang telah ditetapkan. 

 (6) Kontrak persentase  adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultansi di bidang 

konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yang 

bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai 

pekerjaan fisik konstruksi/ pemborongan tersebut. 

(7) Kontrak tahun tunggal  adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat 

dana anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.  

(8) Kontrak tahun jamak  adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana 

anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas 

persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, 

Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikota untuk 

pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota. 

 (9) Kontrak pengadaan tunggal  adalah kontrak antara satu unit kerja atau satu proyek 

dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu 

dalam waktu tertentu. 

(10) Kontrak pengadaan bersama  adalah kontrak antara beberapa unit kerja atau 

beberapa proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan 

pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan kegiatan bersama yang 

jelas dari masing-masing unit kerja dan pendanaan bersama yang dituangkan 

dalam kesepakatan bersama. 

2.4 Siklus Proyek di Bina Marga 

Menurut DPU (1991),  kebutuhan terhadap suatu proyek infrastruktur berkembang dari 

beberapa faktor berikut ini: 

�  Kurangnya tingkat keamanan yang menyebabkan terjadinya banyak kecelakaan 

�  Kurangnya kapasitas jalan yang menyebabkan terjadinya kemacetan 

�  Dampak lalu lintas yang menimbulkan masalah lingkungan dan masalah sosial 

�  Kerusakan atau keruntuhan  pada suatu jalan eksisting 

�  Tingkat pelayanan jalan yang sudah menurun 
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Pemerintah Indonesia telah menjelaskan siklus yang disebut Siklus Proyek seperti 

diperlihatkan pada Gambar 2.6. 
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Gambar 2.6. Siklus Proyek di Indonesia 
 

Tiga tahapan yang pertama dari  Siklus Proyek disebut : 

1 Perencanaan Umum 

2 Pra Studi Kelayakan 

3 Studi kelayakan 

 

Siklus proyek berlanjut dengan tahapan berikutnya yang membawa proyek sampai pada 

permulaan pembangunan, yaitu: 

4 Desain Teknis, juga dikenal sebagai Final Engineering Design (FED) 

5 Pra Pembangunan 

 

Tiga tahapan selanjutnya dari Siklus Proyek setelah desain selesai adalah: 

6 Pembangunan  

7 Pengoperasian 

8 Evaluasi dan umpan balik 



 

   13 

2.5 Perkembangan Kontrak Berbasis Kinerja (PBC) 

2.5.1 Pengalaman Kontrak Berbasis Kinerja di Negara  Lain 

Perkembangan PBC untuk pemeliharaan jalan dimulai sejak akhir 1980an dan awal 

1990an (Zietlow, 2001). PBC diawali oleh British Columbia di Kanada yang 

mengkontrakkan pemeliharaan jalan pada tahun 1988. Akan tetapi standar kinerja yang 

digunakan masih berorientasi pada prosedur kerja dan material yang digunakan serta 

tidak berorientasi pada hasil akhir. Standar ini sangat membatasi kontraktor untuk 

melakukan inovasi teknologi. 

 

Setelah itu, Argentina mengkonsesikan 10,000 km jalan nasional dengan berpatokan 

pada hasil akhir pekerjaan melalui spesifikasi kinerja untuk pemeliharaan jalan. Argentina 

mulai memberlakukan suatu sistem sangsi apabila kontraktor tidak memenuhi waktu 

respons untuk memperbaiki kerusakan jalan. 

 

Di tahun 1930an, Uruguay memulai proyek percontohan Kontrak Kinerja pada suatu 

jaringan jalan sepanjang 359 km. Skema kontrak tersebut sangat berhasil sehingga lima 

tahun kemudian pemeliharaan 50% jalan nasional di Uruguay menggunakan Kontrak 

Kinerja.  

 

Negara-negara lain seperti Brazil, Chile dan Kolombia telah menggunakan kontrak kinerja 

sedangkan Ekuador, Guatemala dan Peru sedang merencanakan pelaksanaan kontrak 

kinerja. Saat ini di Amerika Latin pemeliharaan jalan lebih dari 40,000 km dilakukan 

dengan kontrak kinerja. 

 

Australia pertama kali menggunakan Kontrak Kinerja pada tahun 1995 yang mencakup 

459 jalan kota di Sydney. Setelah itu, beberapa kontrak baru telah diterapkn di New South 

Wales, Tasmani dan Australia Barat dan Selatan. Pada tahun 1998 New Zealand 

menerapkan Kontrak Kinerja untuk 406 km jalan nasionl. Saat ini 10% pemeliharaan jalan 

nasional dilakukan dengan skema kontrak kinerja. 

 

Di Amerika Serikat, Negara Bagian Virginia mempelopori kontrak kinerja yang disebut 

“Asset Management and Maintenance Contract” untuk pemeliharaan 402km jalan antar 

negara bagian pada tahun 1996. Empat tahun kemudian, Negara Bagian Washington 

mengikuti kontrak serupa yang mencakup 119km jalan federal tahun 1999. Kedua kontrak 

tersebut dinilai sebagai proyek percontohan (pilot project). Beberapa negara bagian 
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kemudian memulai melakukan kontrak pemeliharaan jaringan jalannya dengan gabungan 

spesifikasi kinerja dan harga satuan. 

 

Belanda pernah melakukan kontrak aliansi pada proyek jalan kereta api Betuwe 

(Deutekom, 2005). Betuwe Railroad Project menghubungkan pantai barat Belanda 

melewati Rotterdam sampai perbatasan Jerman di sebelah barat Belanda. Panjang jalan 

kereta api tersebut hampir 120 km dan proyek dibagi menjadi beberapa seksi. Tabel 2.2 

memperlihatkan pemisahan Betuwe Railroad Project menjadi beberapa seksi.  

 

Pada seksi Riverland, dilakukan kontrak aliansi dengan berbasis kinerja. Tabel 2.3 

membandingkan besarnya biaya konstruksi antara seksi Havenspoor dan Riverland yang 

menggunakan kontrak tradisional dan kontrak berbasis kinerja. Dalam kasus ini, seksi 

Riverland dengan PBC menghemat US $ 25juta sedangkan seksi Havenspoor dengan 

kontrak tradisional mengalami pembengkakan biaya hingga US $ 20juta. 

Tabel 2.2. Seksi Betuwe Railroad Project 

 Section Name of Section Length [km]

Traject I Kortsluitroute                    3,67
Verlegde Havenspoorlijn                    6,32
Vaanplein                    2,20

Traject II Barendrecht Oost                    3,51
Kijfhoek                    1,00

Traject III Kijfhoek-Papendrecht                    1,00
Traject IV Sliedrecht-Giessen                    8,35

Giessen                    1,80
Giessen-Gorinchem                    9,60

Traject V Lingewaal-Dodewaard                  49,70
Traject VI Valburg-Pannerdensch kanaal                  19,10

Pannerdensch kanaal                    4,00
Duiven                    2,30

Traject VII Zevenaar                    7,23
Total length [km]                 119,78

 

Tabel 2.3. Biaya Seksi Havenspoor dan Riverland 

Seksi  

Havenspoor   Riverland 

Traditional budget $ 74 mln  $ 270 mln 

Type of contract Traditional  Alliance 

Budget after tender $ 66 mln  $ 270 mln 

Expected costs $ 86 mln  $ 245 mln 

Benefits $ - 20 mln  $ + 25 mln 
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2.5.2 Pengalaman dan Rencana Penerapan PBC di Indon esia 

PT. Jasa Marga (Persero) pada tahun 2000 mencoba menerapkan Performance Based 

Maintenance Contract (PBMC) untuk ruas jalan tol Cawang – Pluit (Astuti, 2005). Latar 

belakang dari penerapan PBMC ini karena PT. Jasa Marga (Persero) menginginkan 

kesinambungan tingkat pelayanan jalan selama masa layannya. Sebelumnya, kontrak 

yang digunakan adalah kontrak tradisional sehingga PT. Jasa Marga mengalami 

beberapa kendala sebagai berikut (JM, 2005): 

-  Banyaknya kontrak yang harus ditangani tiap tahun 

-  Banyaknya sumber daya manusia yang harus dialokasikan untuk perencanaan dan 

pengawasan pekerjaan 

-  Perbaikan kerusakan biasanya dilakukan sesaat sebelum serah terima akhir (final 

handover, FHO) 

-  Tidak adanya penalti apabila kerusakan terjadi dalam masa jaminan pemeliharaan  

 

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, PT. Jasa Marga (Persero) mencoba untuk 

menerapkan PBMC pada ruas Cawang – Pluit. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, PT. 

Jasa Marga (Persero) mengalami kendala dari kontraktor sebagai berikut: 

-  Ketidaksiapan untuk menyusun Program dan Jadwal Pemeliharaan 

-  Kurangnya pengetahuan dalam memilih metode yang sesuai untuk perbaikan 

-  Tidak dipahaminya indikator kinerja dan cara pengukurannya 

-  Sebagian besar Kontraktor tidak mempunyai sumber daya (alat dan keuangan) yang 

cukup 

 

Berdasarkan kemampuan kontraktor tersebut, PT. Jasa Marga (Persero) akhirnya 

memodifikasi PBMC menjadi Modified PBMC yang intinya sebagai berikut: 

-  Ruang lingkup dan jenis pekerjaan didefinisikan oleh PT. Jasa Marga (Persero) 

-  Pekerjaan dilaksanakan oleh kontraktor berdasarkan lingkup dan jenis pekerjaan dan 

masa pemeliharaan menjadi dua tahun dimulai dari serah terima bersyarat 

(Provisional Hand Over, PHO). 

-  Jaminan pemeliharaan adalah 10 % dari nilai kontrak yang dibagi menjadi dua tahap, 

yaitu Tahap I (5% selama 12 bulan setelah PHO) dan Tahap II (5% selama 30 hari 

setelah FHO) 

 

Dalam pembangunan jalan tol Cipularang, PT. Jasa Marga (Persero) juga menerapkan 

Kontrak Perencanaan dan Pembangunan (Design and Built Contract) untuk Jembatan 
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Cipada karena keterbatasan waktu. Akan tetapi spesifikasi yang digunakan masih 

spesifikasi tradisional dan belum menerapkan spesifikasi kinerja. 

 

Direktorat Jenderal Bina Marga (Greenwood & Henning, 2006) akan menerapkan PBC 

untuk ruas jalan Semarang – Pekalongan (lihat Gambar 2.7).  

 

Gambar 2.7. Lokasi Penerapan PBC di Ruas Jalan Semarang-Pekalongan (Greenwood & 
Henning, 2006) 

 

Proyek tersebut termasuk dalam program Strategic Road Infrastructure Project (SRIP) 

yang didanai oleh Bank Dunia. Proyek ini terdari dari: 

-  Peningkatan kapasitas jalan 9 km 

-  Peningkatan jalan 10 km 

-  Pemeliharaan jalan 100 km 

-  Masa kontrak lima tahun (2007 – 2011) 

 

Seperti halnya PT. Jasa Marga (Persero), latar belakang dari proyek ini adalah adanya 

keinginan untuk mendapatkan kesinambungan tingkat pelayanan jalan. Saat ini biaya 

pemeliharaan jalan semakin tinggi karea terlambatnya dana dari APBN. Konsultan SRIP 

kemudian melakukan survey terhadap kontraktor-kontraktor nasional dan menyimpulkan 

bahwa kontraktor telah siap untuk melakukan pekerjaan dengan PBC. 
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2.6 Kajian Aspek Hukum Indonesia 

2.6.1 Undang-undang yang Berkaitan dengan Kontrak B erbasis Kinerja 

Kontrak Berbasis-Kinerja merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Tidak seperti 

kontrak yang saat ini banyak digunakan, Kontrak Berbasis-Kinerja merupakan jenis 

kontrak yang memiliki karakteristik tersendiri, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan 

pemeliharaan terintegrasi dalam satu kontrak (dilakukan oleh satu penyedia jasa), 

dilaksanakan dalam tahun jamak (multi-years) dan pembayarannya dilakukan dengan 

sistem lumpsum. Untuk itu perlu dilakukan suatu studi untuk mengkaji hukum yang 

sekarang berlaku yang bisa dijadikan sebagai landasan dalam penerapan Kontrak 

Berbasis-Kinerja tersebut. 

��

Sebelum lebih jauh melakukan kajian hukum untuk Kontrak Berbasis-Kinerja, perlu lebih 

dulu dipaparkan mengenai sumber hukum yang berlaku di Indonesia berikut hierarki atau 

tata urutannya serta perundang-undangan yang relevan dengan Kontrak Berbasis-Kinerja 

ini.  

�

Sumber hukum Indonesia adalah segala sesuatu yang memiliki sifat normatif yang dapat 

dijadikan tempat berpijak bagi atau tempat memperoleh informasi tentang sistem hukum 

yang berlaku di Indonesia. Sumber hukum Indonesia adalah (Bisri, 2005): 

1. Pancasila, sebagai kaidah dasar (sumber segala sumber hukum) 

2. Undang-Undang Dasar 1945, sebagai perwujudan dari tujuan Proklamasi 

Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 

3. Undang-undang: 

a. Undang-undang secara formal, yaitu setiap bentuk peraturan perundangan yang 

diciptakan oleh lembaga yang berkompeten dalam pembuatan undang-undang, 

yaitu DPR dan presiden. 

b. Undang-undang secara material, yaitu setiap produk hukum yang memiliki fungsi 

regulasi (pengaturan), yang bersumberkan seluruh dimensi kehidupan manusia 

(ekonomi, politik, sosial, budaya, dll.). Bentuknya bisa bertingkat, mulai dari 

Undang-Undang Dasar sampai ke peraturan tingkat desa. 

4. Traktat (Treaty), yaitu produk hukum yang diciptakan dalam konteks hubungan 

antarnegara: 

a. Traktat bilateral (dua negara) 

b. Traktat multilateral (lebih dari dua negara) 

5. Doktrin atau pendapat para ahli hukum. 
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�

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, hierarki atau tata urutan perundang-undangan yang 

saat ini berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar 1945 

2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

3. Peraturan Pemerintah 

4. Peraturan Presiden 

5. Peraturan Daerah, yang meliputi: 

- Peraturan Daerah Provinsi  

- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota  

- Peraturan Desa 

 

Tidak tercantumnya Peraturan Menteri dalam tata urutan perundang-undangan di atas, 

sempat menimbulkan perdebatan karena kedudukan Peraturan Menteri menjadi tidak 

jelas. Namun demikian, sebenarnya, kedudukan Peraturan Menteri bukannya tidak diatur 

sama sekali. Dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No. 10/2004 ditegaskan bahwa 

jenis peraturan perundang-undangan, selain yang terdapat di dalam hierarki tetap diakui 

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Peraturan Menteri serta 

peraturan lain yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat negara lain, termasuk dalam 

kategori ini (hukumonline.com, 2004). Bunyi Pasal 7 Undang-Undang N0. 10/2004 

selengkapnya adalah sebagai berikut: 

 

Undang-Undang No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, Pasal 7 

(1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

c. Peraturan Pemerintah; 

d. Peraturan Presiden; 

e. Peraturan Daerah. 

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: 

a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

provinsi bersama dengan gubernur; 

b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
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Daerah bersam kabupaten/kota bersama bupati/walikota; 

c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa 

atau nama lanilla bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pembuatan peraturan desa/peraturan yang 

setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. 

(4) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

(5) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

Peraturan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dan dapat dijadikan acuan 

kajian dasar hukum untuk Kontrak Berbasis-Kinerja adalah:  

- UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi 

- PP No. 28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi 

- PP No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 

- PP No. 30/2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi 

- Keppres No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah 

- Kepmen Kimpraswil No. 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah 

- Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman 

Pengadaan Jasa Konstruksi 

- Kepmen PU No. 181/KPTS/M/2005 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa 

Konstruksi, Lanjutan 1 

- Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 13/SE/M/2006 tanggal 3 Oktober 2006  

 

Keppres No. 80/2003 telah empat kali mengalami perubahan. Perubahan tersebut diatur 

dalam: 

I. Keppres No. 61/2004 (ditetapkan tanggal 5 Agustus 2004)  

II. Perpres No. 32/2005 (ditetapkan tanggal 20 April 2005)  

III. Perpres No. 70/2005 (ditetapkan tanggal 15 November 2005)  

IV. Perpres no. 8/2006 (ditetapkan tanggal 20 Maret 2006)  

V. Perpres No. 79/2006 (ditetapkan tanggal 8 September 2006) 

VI. Perpres No. 85/2006 (ditetapkan tanggal 6 Oktober 2006)   
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Keputusan Menteri KIMPRASWIL No. 257/KPTS/M/2004 yang ditetapkan tanggal 29 April 

2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi memberlakukan 2 (dua) 

standar dan 5 (lima) pedoman sebagai berikut: 

a. Jasa Pemborongan  

i. Standar Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi 

(Pemborongan);  

ii. Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasonal Pekerjaan Jasa Pelaksanaan 

Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Harga Satuan;  

iii. Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan 

Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Lump Sum;  

iv. Pedoman Penilaian Kualifikasi Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan 

Konstruksi (Pemborongan).  

b. Jasa Konsultansi  

i. Standar Dokumen Seleksi Nasional Pekerjaan Jasa Perencanaan dan 

Pengawasan Konstruksi (Konsultansi);  

ii. Pedoman Evaluai Penawaran Seleksi Nasional Pekerjaan Jasa Perencanaan dan 

Pengawasan Konstruksi (Konsultansi)  

iii. Pedoman Penilaian Kualifikasi Seleksi Nasional Pekerjaan Jasa Perencanaan dan 

Pengawasan Konstruksi (Kosultansi). 

 

Berdasarkan Keputusan Menteri KIMPRASWIL No. 257/KPTS/M/2004, ketujuh standar dan 

pedoman tersebut disusun dengan tujuan: 

1. Agar penerapan ketentuan Keppres RI No. 80/2003 dalam pelaksanaan pengadaan 

lebih operasional; 

2. Sebagai pedoman panitia pengadaan dalam melaksanakan penilaian kualifikasi; 

3. Untuk mendapatkan penyedia jasa yang diyakini mempunyai kompetensi dan 

kemampuan usaha untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik; 

4. Agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, 

transparan, adil, dan akuntabel. 

 

2.6.2 Integrasi Tahap Perencanan, Konstruksi dan Pe meliharaan 

Berdasarkan UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi, pasal 16 ayat (3), layanan jasa 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dimungkinkan untuk dilakukan oleh satu 

penyedia jasa. Isi pasal 16 ayat (3) UU No. 18/1999 tersebut adalah sebagai berikut: 
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UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 16 ayat (3) 

Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dapat dilakukan secara 

terintegrasi dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi 

canggih, serta risiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam satu 

pekerjaan konstruksi. 

 

Dengan adanya pasal tersebut di atas, maka dari segi terintegrasinya perencanaan, 

pelaksanaan dan pemeliharaan dalam satu kontrak, secara hukum Kontrak Berbasis 

Kinerja dapat diterapkan di Indonesia. Pasal tersebut dijabarkan dalam Peraturan 

Pemerintah No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yaitu Pasal 13. Pasal 

ini mengatur metode, tata cara dan syarat pemilihan penyedia jasa serta jenis pekerjaan 

yang dapat dilakukan dengan layanan jasa konstruksi secara terintegrasi sebagai berikut: 

 

Peraturan Pemerintah No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pasal 

13: 

���  Pemilihan penyedia jasa terintegrasi dilakukan mengikuti tata cara pemilihan 

pelaksana konstruksi dengan cara pelelangan terbatas. 

���  Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan layanan jasa konstruksi secara terintegrasi 

adalah pekerjaan yang :  

a. bersifat kompleks;  

b. memerlukan teknologi tinggi;  

c. mempunyai risiko tinggi; dan  

d. memiliki biaya besar 

���  Pemilihan penyedia jasa terintegrasi dilakukan dengan syarat :  

a. diumumkan secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) 

media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum;  

b. jumlah penyedia jasa terbatas; dan  

c. melalui proses prakualifikasi. 

���  Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :  

a. pengumuman prakualifikasi;  

b. pemasukan dokumen prakualifikasi;  

c. evaluasi prakualifikasi;  

e. undangan berdasarkan hasil prakualifikasi;  

f. penjelasan;  

g. pemasukan penawaran;  
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h. evaluasi penawaran;  

i. penetapan calon pemenang berdasarkan harga terendah terevaluasi diantara 

penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta 

tanggap terhadap dokumen pelelangan;  

j. pengumuman calon pemenang;  

k. masa sanggah; dan  

l. penetapan pemenang. 

���  Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan 

syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dan pekerjaan yang dapat 

dilakukan secara terintegrasi ditentukan oleh Menteri 

�

Mengenai pengertian jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan layanan jasa 

konstruksi secara terintegrasi, seperti pada Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 

29/2000, Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 339/KPTS/M/2003 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Oleh Instansi Pemerintah 

membahasnya lebih lanjut, yaitu pada Bab II huruf D. Isi selengkapnya adalah sebagai 

berikut: 

�

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 339/KPTS/M/2003 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Oleh Instansi 

Pemerintah, Bab II huruf D: 

 

D.    Pekerjaan Kompleks  

��		 Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi  

dan/atau mempunyai resiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan yang 

didesain khusus dan/atau bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh 

miliar rupiah).  

2.   Kriteria teknologi tinggi adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang 

menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli 

dan tenaga terampil.  

3.   Kriteria resiko tinggi adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang 

pelaksanaannya beresiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta 

benda, jiwa manusia dan lingkungan.  

4.   Pekerjaan kompleks dengan kriteria teknologi tinggi dan resiko tinggi dan/atau 

menggunakan peralatan yang didesain khusus ditetapkan oleh pejabat 
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Eselon I selaku pembina teknis bidang pekerjaan terkait. 

 

Jenis kontrak turnkey (terima jadi) untuk PBC juga dimungkinkan untuk digunakan 

berdasarkan Peraturan Presiden No. 70/2005. Kutipan dari peraturan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Peraturan Presiden Repulbik Indonesia Nomor 70 tahun 2005 tentang Perubahan 

Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 30, Angka (1) dan (6): 

 

(1) Kontrak pengadaan barang/jasa dibedakan atas: 

a. Berdasarkan bentuk imbalan: 

    1) lump sum 

    2) harga satuan 

   3) gabungan lump sum dan harga satuan 

   4) terima jadi (turn key) 

   5) persentase 

b. berdasarkan jangka waktu pelaksanaan; 

   1) tahun tunggal 

   2) tahun jamak 

c. berdasarkan jumlah pengguna barang/jasa; 

   1) kontrak pengadaan tunggal 

   2) kontrak pengadaan bersama 

 

(6) Kontrak terima jadi adalah kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan atas 

penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah 

harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan 

jaringan utama maupun jaringan penunjangnya dapat berfungsi dengan baik 

sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan. 

 

 

2.6.3 Metode Seleksi Penyedia Jasa 

Pasal 17 Undang-Undang No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi secara umum mengatur 

mengenai metode pemilihan penyedia jasa, yaitu pelelangan umum, pelelangan terbatas, 

pemilihan langsung dan penunjukan langsung. Pelelangan terbatas hanya boleh diikuti 
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oleh penyedia jasa yang telah dinyatakan lolos prakualifikasi. Isi selengkapnya dari Pasal 

17 tersebut adalah sebagai berikut: 

�

Undang-Undang No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 17 

(1) Pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip 

persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan 

umum atau terbatas. 

(2) Pelelangan terbatas hanya boleh diikuti oleh penyedia jasa yang dinyatakan telah 

lulus prakualifikasi. 

(3) Dalam keadaan tertentu, penetapan penyedia jasa dapat dilakukan dengan cara 

pemilihan langsung atau penunjukan langsung. 

(4) Pemilihan penyedia jasa harus mempertimbangkan kesesuaian bidang, 

keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja, serta kinerja penyedia jasa.  

(5) Pemilihan penyedia jasa hanya boleh diikuti oleh penyedia jasa yang memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.  

(6) Badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau 

berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu 

pekerjaan konstruksi secara bersamaan.  

 

Lebih jauh, Peraturan Pemerintah No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 

mengatakan bahwa dengan cara pelelangan umum pengguna jasa dapat melakukan 

prakualifikasi dan pascakualifikasi. Sementara dengan cara pelelangan terbatas, 

pengguna jasa wajib melakukan prakualifikasi. Isi selengkapnya dari Pasal 3 PP No. 

29/2000 adalah sebagai berikut: 

�
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Peraturan Pemerintah No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pasal 3: 

���  Pemilihan penyedia jasa yang meliputi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, 

dan pengawas konstruksi oleh pengguna jasa dapat dilakukan dengan cara 

pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, atau penunjukan 

langsung. 

���  Dalam pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), pengguna jasa dapat melakukan prakualifikasi dan pasca 

kualifikasi.  

���  Dalam pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan terbatas sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), pengguna jasa wajib melakukan prakualifikasi. 

���  Perusahaan nasional yang mengadakan kerja sama dengan perusahaan nasional 

lainnya dan atau perusahaan asing dapat mengikuti prakualifikasi dan dinilai 

sebagai perusahaan gabungan.  

���  Dalam pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung penyedia 

jasa, pengguna jasa harus mengikutsertakan sekurang-kurangnya 1 (satu) 

perusahaan nasional.  

�
�  Dalam pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi dapat disyaratkan 

adanya kewajiban :  

d. jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan pekerjaan perencanaan untuk 

perencana konstruksi; atau 

e. jaminan penawaran untuk pengawas konstruksi, 

Apabila hal tersebut disepakati oleh pengguna jasa dan penyedia jasa yang 

mengikuti pemilihan 

�

Metode pemilihan penyedia jasa yang dapat dilakukan dijelaskan dalam Peraturan 

Presiden No. 8/2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No. 80/2003 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal I angka 7. 

Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa pemilihan penyedia jasa pada prinsipnya 

dilakukan melalui metode pelelangan umum, yaitu metode pemilihan penyedia jasa yang 

dilakukan secara terbuka dengan pengumuman seluas-luasnya.  

 

Adapun metode pelelangan terbatas dapat dilakukan apabila jumlah penyedia jasa yang 

mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. Sementara 

metode pemilihan langsung dapat dilakukan apabila metode pelelangan umum atau 

pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, sedangkan metode 
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penunjukan langsung terhadap satu penyedia jasa dapat dilakukan dalam keadaan 

tertentu dan keadaan khusus. Bunyi peraturan tersebut selengkapnya adalah sebagai 

berikut: 

�

Peraturan Presiden No. 8/2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden 

No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 

I angka 7 

Pasal  I 

7.  Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 

berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 17 

(1)  Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada 

prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum. 

(2)  Pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang 

dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas sekurang-kurangnya 

di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi. 

(3)  Dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini 

terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks, maka pemilihan penyedia 

barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pelelangan terbatas dan 

diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional 

dan/atau satu surat kabar provinsi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa 

yang mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya 

yang memenuhi kualifikasi. 

(4)  Dalam hal metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien 

dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat 

dilakukan dengan metode pemilihan langsung, yaitu pemilihan penyedia 

barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya 

penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa 

yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun 

biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk 

penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet. 

(5)  Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa 

dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia 

barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya 

sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat 
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dipertanggungjawabkan.” 

�

Pengertian keadaan tertentu dan keadaan khusus dalam metode penunjukan langsung 

dijelaskan dalam Peraturan Presiden No. 70/2005 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Keputusan Presiden No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Pasal I angka 4 yang mengubah Penjelasan Pasal 17 ayat (5) 

Keppres No. 80/2003. Isi selengkapnya adalah sebagai berikut. 

�

Peraturan Presiden No. 70/2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden 

No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 

I angka 4 

Pasal  I 

4.  Penjelasan Pasal 17 ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Penjelasan Pasal 17 

berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 17 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa harus dapat memberikan 

informasi secara luas kepada masyarakat dunia usaha baik pengusaha 

daerah setempat maupun pengusaha daerah lainnya. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dalam keadaan tertentu adalah: 

a.  penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan 

keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat 

ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat 

akibat bencana alam; dan/atau 

b.  pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan 

keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau 

c.  pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan: 

1)  untuk keperluan sendiri; dan/atau 
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2)  teknologi sederhana; dan/atau 

3)  risiko kecil; dan/atau 

4)  dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan 

dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil. 

d.  pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau 

pihak yang telah mendapat ijin; dan/atau 

e.  pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya 

memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan 

pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang 

diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e meliputi pengadaan 

dan pendistribusian surat suara, kartu pemilih beserta perlengkapan 

lainnya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah; dan/atau 

f.  pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penanganannya memerlukan 

pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi 

Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan 

Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. 

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf f meliputi: 

1.  pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan 

pengadaannya dilakukan sebelum 1 Juli 2006; 

2.  pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan 

pengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah 

sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Badan 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya perlu 

dilaksanakan secara cepat paling lama 1 (satu) tahun setelah 

pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya. 

Yang dimaksud dalam keadaan khusus adalah: 

a.  pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau 

b.  pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu 

penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau 

c.  merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin 



 

   29 

industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; 

atau 

d.  pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan 

penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia 

barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.” 

�

Pelaksanaan penilaian kualifikasi penyedia jasa diatur dalam Keputusan Presiden No. 

80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu pada 

Lampiran I, Bab V, huruf A. Selengkapnya adalah sebagai berikut: 

�

Keputusan Presiden No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, yaitu pada Lampiran I, Bab V, huruf A, angka 1 

A. Ketentuan Umum 
1. Sesuai Pasal 15 dan Lampiran Bab II huruf A dari Keputusan Presiden ini, 

penilaian kualifikasi dilaksanakan sebagai berikut: 
 

a. Pekerjaan jasa pemborongan, pemasokan barang, dan pemasokan 
jasa lainnya 

Metode pengadaan Tidak kompleks  Kompleks 

Pelelangan umum Pascakualifikasi Pra- atau pascakualifikasi 

Pelelangan terbatas Prakualifikasi Prakualifikasi 

Pemilihan langsung Prakualifikasi Prakualifikasi 

Penunjukan langsung Prakualifikasi Prakualifikasi 

 

b. Pekerjaan jasa konsultasi 

Metode pengadaan Tidak kompleks atau kompleks  

Seleksi umum Prakualifikasi 

Seleksi terbatas Prakualifikasi 

Seleksi langsung Prakualifikasi 

Penunjukan langsung Prakualifikasi 

  

�

Secara umum, prosedur prakualifikasi dan pascakualifikasi untuk penyedia 

barang/pemborongan/jasa berdasarkan Kepres No. 80 tahun 2003 dapat dirangkum 

berdasarkan sebagai berikut.  

Prakualifikasi Pascakualifikasi 
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a. Pengumuman prakualifikasi 

b. Pemasukan dokumen prakualifikasi 

c. Evaluasi prakualifikasi  

d. Undangan berdasarkan hasil 

prakualifikasi 

e. Penjelasan 

f. Pemasukan penawaran 

g. Evaluasi penawaran 

h. Penetapan calon pemenang  

i. Pengumuman calon pemenang 

j. Masa sanggah 

k. Penetapan pemenang 

a. Pengumuman 

b. Pendaftaran untuk mengikuti 

pelelangan 

c. Penjelasan 

d. Pemasukan penawaran 

e. Evaluasi penawaran 

f. Penetapan calon pemenang  

g. Pengumuman calon 

pemenang 

h. Masa sanggah 

i. Penetapan pemenang 

�

Sementara untuk penyedia jasa terintegrasi, metode yang digunakan dalam pemilihan 

penyedia jasa adalah dengan cara pelelangan terbatas. Hal ini diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No. 29/2000 Pasal 13.  

 

2.6.4 Kontrak Tahun Jamak 

Berdasarkan jangka waktu pelaksanaannya, Kontrak Berbasis-Kinerja merupakan kontrak 

jenis tahun jamak (multiyears), atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Menurut Pasal 30 

ayat (8) Perpres No. 70/2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keppres No. 80/2003 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dimaksud 

dengan kontrak tahun jamak adalah : 

�

Perpres No. 70/2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keppres No. 80/2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 30 ayat (8): 

Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana 

anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan 

oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk 

pengadaan yang dibiayai APBD Provinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai 

APBD Kabupaten/Kota, Kepala Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah 

dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias 

Provinsi Sumatera Utara untuk pengadaan yang dibiayai APBN dalam rangka kegiatan 

rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. 
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�

Penjelasan Pasal 30 ayat (8) pada Keppres No. 80/2003 menambahkan bahwa: 

Keppres No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah, Penjelasan Pasal 30 ayat (8): 

Untuk sistem kontrak tahun jamak perlu diperhatikan bahwa ketentuan mengenai eskalasi 

dan perhitungan rumus eskalasi ditetapkan oleh kepala kantor/satuan kerja/pimpinan 

proyek/pimpinan bagian proyek dan dimasukkan dalam dokumen pengadaan/kontrak.  

�

Untuk kontrak tahun jamak (lebih dari satu tahun anggaran) yang dibiayai oleh APBN, 

diperlukan persetujuan Menteri Keuangan. Hal ini diatur dalam Keppres No. 42/2002 

tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 16 

Ayat (1). Isi selengkapnya adalah sebagai berikut: 

Keppres No. 42/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara, Pasal 16 Ayat (1) 

Pasal 16 

���  Perjanjian/kontrak pelaksanaan pekerjaan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun 

anggaran atas beban anggaran dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri 

Keuangan. 

�

Sementara apabila dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan pinjaman/hibah luar negeri, 

kontrak tersebut tidak memerlukan persetujuan Menteri Keuangan, namun harus 

mencantumkan tahun anggaran pembebanan dana di dalam perjanjian/kontraknya. Hal ini 

diatur dalam Keppres No. 42/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara, Pasal 16 Ayat (2) dan (3). Isi selengkapnya adalah sebagai berikut: 

�

Keppres No. 42/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara, Pasal 16 Ayat (2) dan (3) 

Pasal 16 

���  Perjanjian/kontrak yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan 

pinjaman/hibah luar negeri untuk masa lebih dari 1 satu) tahun anggaran tidak 

memerlukan persetujuan Menteri Keuangan. 

���  Perjanjian/kontrak yang dibiayai sebagiab maupun seluruhnya dengan 

pinjaman/hibah luar negeri untuk masa pelaksanaan pekerjaan melebihi 1 (satu) 

tahun anggaran, maka di dalam perjanjian/kontrak tersebut harus mencantumkan 

tahun anggaran pembebanan dana. 
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�

Dari beberapa pasal yang telah diuraikan di atas, kontrak tahun jamak dibolehkan untuk 

diterapkan di Indonesia, dengan beberapa ketentuan: 

1. Untuk pekerjaan yang dibiayai oleh APBN  

a. Harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan 

b. Harus mencantumkan perhitungan rumus eskalasi yang ditetapkan oleh kepala 

kantor/satuan kerja/pimpinan proyek/pimpinan bagian proyek dalam dokumen 

pengadaan/kontrak.  

2. Untuk pekerjaan yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan pinjaman/hibah luar 

negeri 

a. Tidak perlu mendapat persetujuan Menteri Keuangan 

b. Harus mencantumkan tahun anggaran pembebanan dana di dalam perjanjian/ 

kontraknya. 

2.6.5 Kontrak Lumpsum 

Berdasarkan bentuk imbalannya, Kontrak Berbasis-Kinerja merupakan kontrak yang 

menggunakan sistem lumpsum. Pasal 30 ayat (2) Perpres No. 70/2005 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Keppres No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, mendefinisikan kontrak lumpsum sebagai berikut: 

Perpres No. 70/2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keppres No. 80/2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 30 ayat (2): 

Kontrak lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh 

pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan 

semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesain pekerjaan sepenuhnya 

ditanggung oleh penyedia barang/jasa. 

 

Penjelasan Pasal 30 ayat (2) pada Keppres No. 80/2003 menambahkan bahwa: 

Keppres No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah, Penjelasan Pasal 30 ayat (2): 

Sistem kontrak ini lebih tepat digunakan untuk pembelian barang dengan contoh yang 

jelas, atau untuk jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya untuk masing-

masing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar 

rencana dan spesifikasi teknisnya. Harga yang mengikat dalam kontrak sistem ini adalah 

total penawaran harga.  

���
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Dari pasal tersebut di atas beserta penjelasannya, kontrak lumpsum dibolehkan untuk 

diterapkan di Indonesia untuk jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya 

sudah diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknis. Akan 

tetapi dalam kontrak berbasis kinerja yang menjadi acuan pembayaran adalah kinerja dari 

suatu hasil konstruksi dan bukan volume pekerjaan. Oleh karena itu dibutuhkan adanya 

peraturan perundangan yang mengatur pembayaran lumpsum untuk kontrak berbasis 

kinerja. 

2.6.6 Spesifikasi Teknis 

Pada prinsipnya, spesifikasi teknis disusun oleh panitia pengadaan sesuai dengan jenis 

pekerjaan yang dilelangkan. Hal ini diatur dalam Standar Dokumen Pelelangan Nasional 

Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari Kepmen Praswil No. 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman 

Pengadaan Jasa Konstruksi. Selengkapnya adalah sebagai berikut: 

Kepmen Praswil No. 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan 

Jasa Konstruksi, Standar Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan 

Konstruksi (Pemborongan), Bab VI 

Bab VI Spesifikasi Teknis 

Keterangan: 

Spesifikasi teknis disusun oleh panitia pengadaan berdasar jenis pekerjaan yang akan 

dilelangkan, dengan ketentuan: 

1. Tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, tidak menutup kemungkinan 

digunakannya produksi dalam negeri; 

2. Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional; 

3. Metoda pelaksanaan harus logis, realistik dan dapat dilaksanakan; 

4. Jadual waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metoda pelaksanaan; 

5. Harus mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama 

minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; 

6. Harus mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam 

pelaksanaan pekerjaan; 

7. Harus mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk; 

8. Harus mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yang 

diinginkan; 

9. Harus mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran. 

�
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2.6.7 Rangkuman 

Dari uraian di atas, dapat dibuat ringkasan seperti yang ditampilkan dalam Tabel 2.4. 

Tabel 2.4. Ringkasan Studi Hukum Kontrak Berbasis Kinerja 

No Issue - Dasar Hukum 
1 Integrasi perencanaan, 

pelaksanaan dan 
pemeliharaan dalam satu 
kontrak 

- UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi 

2. Metode pemilihan penyedia 
jasa untuk kontrak terintegrasi 

- PP No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan 
Jasa Konstruksi, Pasal 13 

- Kepmen Praswil No. 339/KPTS/M/2003 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan 
Jasa Konstruksi Oleh Instansi Pemerintah, 
Bab II huruf D 

3. Kontrak tahun jamak - Keppres No. 80/2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah, Pasal 30 Ayat (8) dan 
penjelasannya 

- Keppres No. 42/2002 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, Pasal 16 Ayat (1), (2) dan (3) 

4. Kontrak lumpsum Keppres No. 80/2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah, Pasal 30 ayat (2) dan 
penjelasannya 

5. Spesifikasi Kepmen Praswil No. 257/KPTS/M/2004 tentang 
Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa 
Konstruksi, Standar Dokumen Pelelangan 
Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan 
Konstruksi (Pemborongan), Bab VI 

�

Dari uraian di atas, secara umum pelaksanaan Kontrak Berbasis Kinerja dapat 

menggunakan landasan hukum telah di Indonesia, dengan beberapa ketentuan yang 

harus dipenuhi lebih dulu, yaitu: 

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan termasuk pekerjaan yang : 

a. bersifat kompleks;  

b. memerlukan teknologi tinggi;  

c. mempunyai risiko tinggi; dan  

d. memiliki biaya besar, 

yang ditetapkan oleh pejabat Eselon I. 

2. Pemilihan penyedia jasa dilakukan dengan cara pelelangan terbatas, yang berarti 

harus dengan prakualifikasi. 

3. Berkaitan dengan kontrak tahun jamak (lebih dari satu tahun anggaran) : 

a. Untuk pekerjaan yang dibiayai oleh APBN  



 

   35 

i. Harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan 

ii. Harus mencantumkan perhitungan rumus eskalasi yang ditetapkan oleh 

kepala kantor/satuan kerja/pimpinan proyek/pimpinan bagian proyek dalam 

dokumen pengadaan/kontrak.  

b. Untuk pekerjaan yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan pinjaman/hibah 

luar negeri 

i. Tidak perlu mendapat persetujuan Menteri Keuangan 

ii. Harus mencantumkan tahun anggaran pembebanan dana di dalam 

perjanjian/kontraknya.  

�

Namun demikian, dari Tabel 2.4 terlihat bahwa dari segi kontrak dengan sistem lumpsum, 

Kontrak Berbasis Kinerja belum memenuhi ketentuan untuk dapat diterapkan di 

Indonesia. Apabila kontrak jenis ini akan diterapkan di Indonesia, maka peraturan 

perundangannya harus dijabarkan lebih lanjut, sehingga penerapan kontrak ini tidak 

bertentangan dengan hukum yang berlaku. 
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3 Metodologi 

3.1 Hipotesa 

Hipotesa tidak dibentuk karena pada kegiatan yang bersifat kajian ini tidak dilakukan 

pembuktian atau pengujian hipotesa. 

3.2 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dari kegiatan ini adalah: penerapan PBC akan mendorong efisiensi 

konstruksi dari seluruh siklus proyek dari segi biaya, waktu dan kualitas. Hal ini dapat 

tercapai melalui: 

- Terjaminnya tingkat pelayanan jalan selama umur rencananya karena adanya 

persyaratan kinerja jalan yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa dan terjaminnya 

biaya pemeliharaan (kontrak tahun jamak) selama kurun waktu tertentu. 

- Mendorong terjadinya inovasi teknologi khususnya teknologi penanganan jalan di atas 

tanah lunak. Inovasi teknologi hanya dimungkinkan apabila spesifikasi yang 

diterapkan adalah spesifikasi kinerja melalui skema PBC. 

- Terdistribusinya resiko antara pemilik proyek dan penyedia jasa. Hal ini akan 

mengurangi terjadinya klaim dan perubahan order (claim and change order) misalnya 

akibat design defect.  

 

Kegiatan penyusunan pedoman PBC pada intinya dilakukan dengan transfer 

pengetahuan dari Tim Belanda yang telah berpengalaman dalam penerapan PBC. Hasil 

diskusi dengan tim Belanda ini akan diadaptasi dengan kondisi Indonesia melalui diskusi 

dengan narasumber. Nara sumber untuk tahun anggaran 2007 adalah dari Bina Marga 

dan Bapekin. Pada tahun anggaran 2008 akan dilakukan diskusi dengan stake holders 

yang lebih luas (melibatkan praktisi konsultan dan kontraktor).  

3.3 Metodologi Kegiatan 

3.3.1 Kajian Pustaka 

Metodologi kegiatan pengkajian ini dimulai dengan kajian pustaka yang mencakup: 
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a. Jenis-jenis kontrak . 

b. Kajian tahapan (siklus) proyek yang diterapkan saat ini di Bina Marga. 

c. Kajian mengenai peraturan, undang-undang atau kebijakan yang berhubungan 

dengan penerapan kontrak berbasis kinerja. 

d. Studi kasus penerapan PBC di Indonesia maupun di negara lain. 

e. Studi kasus mengenai parameter-parameter kinerja jalan dari segi geoteknik. Hasil 

timbunan uji di atas tanah lunak di lokasi Kaliwungu dan Berengbengkel merupakan 

salah satu acuan yang digunakan. 

3.3.2 Penyusunan Pedoman PBC 

Tahap kedua dari kegiatan kajian ini adalah penyusunan pedoman PBC yang terdiri dari 

Volume I dan Volume II. Volume I bersifat teori yang diberi judul ”Practical Guideline on 

Performance Based Contract for Road Construction in Indonesia” termasuk di dalamnya 

Decision Support System untuk pemilihan jenis kontrak. Volume II bersifat lebih aplikatif 

yang antara lain berisi aplikasi PBC pada beberapa contoh proyek yang telah 

dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan di Indonesia dan Belanda. Volume II juga 

berisi hasil studi komparatif terhadap Kontrak Tradisional dan PBC. 

 

Gambar 3.1 memperlihatkan bagan alir penyusunan pedoman PBC. Volume I disusun 

melalui small group discussion antara Tim Studi dengan Tim Belanda. Setelah mendapat 

masukan dari Narasumber, maka dilakukan pengkinian pedoman dengan melalui small 

group discussion kedua. Small group discussion telah dilakukan pada bulan Juni 2006 

dan Desember 2006, dimana risalah rapat disajikan pada Lampiran B dan Lampiran C. 

Konsep pedoman PBC dalam bahasa inggris telah diselesaikan di Tahun Anggaran 2007 

dan diperlihatkan pada Lampiran D. Pada tahun anggaran 2007 direncanakan untuk 

mendiskusikan konsep pedoman PBC tersebut dengan para stake holders yang lebih luas 

diantaranya Bina Marga, Kontraktor dan Konsultan. Setelah dilakukan pengkinian 

pedoman dari masukan para stake holders, maka pedoman tersebut akan diterjemahkan 

ke dalam Bahasa Indonesia. Topik yang akan termasuk dalam pedoman ini mencakup 

tapi tidak terbatas pada: 

a. Tipe-tipe kontrak 

b. Situasi di Indonesia saat ini yaitu siklus proyek dan aspek legal yang berkaitan dengan 

penerapan kontrak berbasis kinerja 

c. Manajemen resiko dan decision support system 

d. Kontrak berdasarkan standar internasional (FIDIC) 

e. Tugas dan tanggung jawab dari pemilik proyek, perencana dan kontraktor 
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Penyusunan Pedoman PBC Volume II seperti diperlihatkan pada Gambar 3.1 dimulai 

dengan pemilihan proyek yang telah dilaksanakan di Indonesia dan di Belanda. Dari 

proyek ”contoh” tersebut, dilakukan penerapan dokumen kontrak standar internasional 

(FIDIC) baik untuk kontrak tradisional maupun PBC. Dengan pedoman FIDIC, dilakukan 

penyusunan employer requirements, dokumen kontrak termasuk spesifikasi kinerja untuk 

selanjutnya dilakukan studi komparatif terhadap kedua jenis kontrak tersebut. Di tahun 

anggaran 2007, Volume II ini akan didiskusikan dengan para stake holders (diantaranya 

Bina Marga, Kontraktor dan Konsultan). Dari hasil diskusi, hasil akhir dari kegiatan ini 

adalah penerjemahan pedoman Volume II ke dalam Bahasa Indonesia. 

 

 

Gambar 3.1. Bagan Alir Penyusunan Pedoman PBC (T.A. 2006-2007) 
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3.3.3 Penerapan Pedoman PBC Melalui Pilot Project 

Untuk memvalidasi Pedoman PBC dan decision support system direncanakan untuk 

melaksanakan Pilot project konstruksi jalan dengan PBC dengan skema seperti 

diperlihatkan pada Gambar 3.2. Tahap pertama yang dilakukan adalah dengan 

menentukan lokasi pilot project tersebut melalui Balitbang atau melalui kegiatan di Bina 

Marga. Langkah selanjutnya adalah penentuan employer requirements yang dituangkan 

dalam desain kriteria. Berdasarkan employer requirements tersebut dilakukan desain 

preliminer yang terdiri dari penyelidikan tanah, analisis dan desain serta gambar desain 

preliminer untuk kepentingan penyusunan rencana anggaran biaya. Setelah desain 

preliminer selesai dilakukan penyusunan dokumen kontrak termasuk spesifikasi kinerja. 

Kegiatan terakhir mengenai pilot project di Tahun Anggaran 2007 adalah penyusunan 

proposal. Pembangunan pilot project diharapkan dapat dilaksanakan pada Tahun 

Anggaran 2008. 
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Gambar 3.2. Bagan Alir Pilot Project (T.A. 2007) 
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4 Hasil Kajian 

4.1 Perlunya Penerapan PBC di Indonesia 

Dari hasil Workshop on Performance Based Contract for Road Construction over Soft 

Soils, di Ciater, 5-8 September 2005, ditengarai perlunya menerapkan kontrak alternatif di 

Indonesia karena alasan sebagai berikut: 

·  Perlunya mempertahankan tingkat layanan jalan selama umur rencananya dengan 

pekerjaan pemeliharaan yang efisien. 

·  Meningkatnya biaya pemeliharaan jalan akibat keterlambatan pekerjaan pemeliharaan 

yang diakibatkan terlambatnya ketersediaan dana 

·  Perlunya mengefisienkan sumber daya manusia dalam pengadaan jasa konsultansi 

dan konstruksi  

·  Perlunya integrasi antara perencanaan dan konstruksi akibat keterbatasan waktu 

proyek (misalnya pembangunan Jembatan Cipada di Cipularang) 

·  Sulitnya menentukan pihak yang bertanggung jawab antara pemilik proyek dan 

penyedia jasa apabila terjadi kegagalan konstruksi 

·  Perlunya menciptakan inovasi teknologi untuk menurunkan biaya konstruksi jalan di 

atas tanah lunak. 

Risalah rapat dari Workshop tersebut disajikan pada Lampiran A. 

 

Dari hasil kajian pustaka (AASHTO, 2005), dapat dirangkum keuntungan dari penerapan 

kontrak berbasis kinerja (PBC) sebagai berikut: 

1. Percepatan waktu proyek. Percepatan ini dapat dicapai karena: 

-  Dengan terintegrasinya perencanaan dan pembangunan, kontraktor dapat 

memberikan input dalam proses perencanaan (metode konstruksi, pengalaman 

dan keahliannya) sehingga tercapai optimasi desain dan desain dapat diterapkan 

secara langsung di lapangan. 

-  Konstruksi dapat dilakukan sebelum desain sepenuhnya selesai 100% 

-  Waktu persiapan (untuk pelelangan) lebih singkat karena hanya menggunakan 

satu pelelangan untuk pengadaan penyedia jasa konsultasi dan kontraktor. 

2. Nilai proyek yang lebih pasti.  

-  Dengan hanya menggunakan satu kontrak, claim dan change order akibat design 

defect dapat dihindari.  
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-  Resiko dan tanggung jawab perencanaan terbagi antara penyedia jasa dan 

pemilik proyek 

-  Pemeliharaan jalan selama periode tertentu menjadi tanggung jawab penuh 

penyedia jasa. 

3. Terjadinya efisiensi biaya konstruksi karena adanya ruang bagi penyedia jasa untuk 

memilih teknologi konstruksi selama dapat memenuhi spesifikasi kinerja yang 

disyaratkan.  

4. Terciptanya inovasi karena yang disyaratkan dalam spesifikasi hanyalah kinerja jalan. 

5. Mengurangi beban kerja Pemilik Proyek karena persiapan pelelangan hanya satu kali 

untuk kontrak perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan selama beberapa tahun 

(tahun jamak) 

6. Terjaminnya tingkat layanan jalan selama umur rencananya sesuai dengan spesifikasi 

kinerja yang ditetapkan. 

4.2 Kendala dalam Penerapan PBC 

Beberapa aspek yang dapat menjadi kendala penerapan PBC di Indonesia adalah 

sebagai berikut: 

1. Kendala berdasarkan resiko pekerjaan.  

1.1. Alokasi resiko antara pemilik proyek dan penyedia jasa 

Apabila penyedia jasa menanggung resiko yang seharusnya ditanggung oleh 

pemilik proyek maka dapat terjadi kondisi sebagai berikut: 

- Tingginya harga penawaran lelang dari para penyedia jasa 

- Mundurnya penyedia jasa akibat bank (pemberi modal) bagi penyedia jasa 

menolak untuk mengambil resiko 

- Pemutusan hubungan kerja dari penyedia jasa dalam masa kontrak 

dengan kemungkinan terburuk bangkrutnya penyedia jasa tersebut. 

 

1.2. Resiko yang belum teridentifikasi dalam tahap perencanaan yang dapat 

berakibat mundurnya penyedia jasa dari pekerjaan yang telah ditetapkan. 

Sebagai contoh jenis resiko yang berkaitan dengan rencana penerapan PBC di 

Indonesia (pemeliharaan jalan ruas Semarang-Pekalongan), Greenwood & 

Henning (2006) telah mengidentifikasi bahwa faktor overloading, kualitas 

pekerjaan perkerasan eksisting, eskalasi biaya dan jaminan penawaran 

merupakan resiko penting yang perlu dipertimbangkan. 
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Untuk mengantisipasi kendala dari segi resiko dibutuhkan analisis resiko detail 

sebelum dilaksanakannya proyek dan melakukan manajemen resiko selama proyek 

berlangsung. Jenis-jenis resiko yang harus dianalisis dapat dikelompokkan menjadi 

tujuh aspek sebagai berikut: 

- Aspek legal (tidak adanya atau kurangnya pengetahuan mengenai prosedur atau 

perijinan) 

- Aspek organisasi (tidak adanya atau kurangnya komunikasi, tidak jelasnya 

kebutuhan pemilik proyek, adanya pihak lain yang terlibat) 

- Aspek teknis (terjadinya perubahan lingkup kerja atau perubahan asumsi dalam 

perhitungan desain) 

- Aspek spasial (studi dampak lingkungan, adanya infrastruktur lain seperti pipa, 

kabel, dan sebagainya) 

- Aspek keuangan (adanya kesalahan dalam estimasi biaya atau biaya yang 

tersedia tidak cukup) 

- Aspek politik (perubahan dalam kebijakan politik atau perubahan prioritas) 

 

Resiko sebaiknya dialokasikan pada pihak yang paling mampu mengatur resiko 

tersebut. Penyedia jasa biasanya dapat memikul resiko dengan syarat resiko tersebut 

berkaitan dengan keahliannya dan insentif yang akan mereka terima sesuai dengan 

tingkat resiko yang diberikan. 

 

2. Kendala dari aspek hukum. 

Berdasarkan hasil kajian mengenai aspek hukum Indonesia di Bab 2, diperlukan 

pengaturan yang lebih detail dalam tata perundangan di bawah Keputusan Presiden 

atau undang-undang misalnya dengan Keputusan Menteri. Beberapa aspek hukum 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

2.1. Integrasi antara tahap perencanaan, konstruksi dan pemeliharaan. 

Pada dasarnya PBC merupakan kontrak yang mengintegrasi ketiga tahap 

tersebut. Dalam  Peraturan Pemerintah No. 29/2000 Pasal 13 disebutkan 

bahwa pekerjaan konstruksi yang dapat dilakukan secara terintegrasi adalah 

pekerjaan yang bersifat kompleks, memerlukan teknologi tinggi, mempunyai 

risiko tinggi dan memiliki biaya besar.  

 

Sifat pekerjaan yang kompleks dalam Kepmen Kimpraswil No. 

339/KPTS/M/2003 diartikan sebagai pekerjaan yang memerlukan teknologi 
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tinggi  dan/atau mempunyai resiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan 

yang didesain khusus dan/atau bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima 

puluh miliar rupiah). 

 

Secara lebih detail, Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No 08/SE/M/2006 

tanggal 13 Maret 2006 mendefinisikan bahwa pekerjaan kompleks adalah 

pekerjaan yang membutuhkan dukungan keahlian, sekurang-kurangnya tiga 

disiplin keilmuan pekerjaan konstruksi dan lebih dari empat jenis peralatan 

berat. Hal ini dapat menjadi kendala apabila pelaksanaan proyek dengan PBC 

tidak dapat memenuhi persyaratan dalam Surat Edaran tersebut. 

 

2.2. Kontrak tahun jamak. 

Salah satu sifat PBC adalah dapat mengitegrasikan masa pemeliharaan jalan 

ke dalam satu kontrak dengan perencanaan  dan konstruksi. Oleh karena itu 

akan dibutuhkan kontrak tahun jamak karena lebih dari satu tahun anggaran.  

 

Kepres No. 80/2003 mensyaratkan bahwa kontrak tahun jamak akan 

membutuhkan persetujuan dari Menteri Keuangan apabila proyek dibiayai oleh 

APBN. Apabila sumber dana berasal dari pinjaman/hibah luar negeri maka 

kontrak tersebut tidak akan membutuhkan persetujuan Menteri Keuangan. 

Oleh karena itu apabila PBC akan diterapkan perlu diantisipasi waktu 

persiapan kontrak yang lebih lama apabila menggunakan dana APBN.  

 

2.3. Kontrak lump sum 

Dari Kepres No 80/2003, kontrak lumpsum dapat diterapkan untuk jenis 

pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya sudah diketahui dengan 

pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknis. Akan tetapi dalam 

PBC yang menjadi acuan pembayaran adalah kinerja dari suatu hasil 

konstruksi dan bukan volume pekerjaan. Oleh karena itu dibutuhkan adanya 

peraturan perundangan yang mengatur pembayaran lumpsum untuk kontrak 

berbasis kinerja (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum). 

 

2.4. Jenis kontrak 

Menurut Pasal 30 Keppres No. 80/2003, jenis kontrak hanya dibedakan 

berdasarkan bentuk imbalan, jangka waktu pelaksanaan dan jumlah pengguna 

barang/jasa. Dalam penerapan PBC akan dibutuhkan regulasi lebih lanjut 
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mengenai jenis-jenis kontrak berdasarkan tingkat integrasi antara 

perencanaan, konstruksi dan pemeliharaan. 

 

3. Kendala dari kesiapan konsultan dan kontraktor. 

Greenwood & Henning (2006) telah melakukan survey pada kontraktor besar BUMN, 

kontraktor besar swasta dan kontraktor yang lebih kecil mengenai kesiapan terhadap 

rencana penerapan PBC untuk pemeliharaan jalan Semarang-Pekalongan. 

Kesimpulan survey tersebut adalah sebagai berikut:  

• Kontraktor-kontraktor besar mampu melaksanakan PBC tapi masih 

mempermasalahkan mengenai resiko 

• Kapasitas kontraktor cukup untuk melaksanakan PBC, kontraktor mempunyai 

pengalaman dalam proyek skala besar, jumlah peralatan yang banyak dan jumlah 

tenaga kerja yang cukup. 

• Akan dibutuhkan bantuan untuk melaksanakan pemeliharaan rutin, bantuan teknis 

mengenai pavement management system dan maintenance forecasting. 

Oleh karena itu masih akan diperlukan sosialisasi terhadap kontraktor terutama 

berkaitan dengan resiko dan sosialisasi terhadap dokumen kontrak berdasarkan 

kinerja. 

4.3 Spesifikasi Kinerja 

Salah satu isi dokumen kontrak dari PBC adalah spesifikasi kinerja. Pustran (2004) 

memberikan spesifikasi kinerja berupa kriteria tingkat pelayanan untuk pekerjaan 

pemeliharaan sebagai berikut: 

- Lapis beraspal perkerasan lentur 

- Bahu jalan dan daerah milik jalan (right of way) 

- Sistem drainase 

- Rambu lalu lintas dan keselamatan jalan 

- Jembatan 

- Jalan tidak beraspal 

 

Beberapa kriteria kinerja untuk perkerasan lentur diperlihatkan pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1. Kriteria Tingkat Pelayanan Lapis Beraspal Perkerasan Lentur (Pustran, 2004) 

No Pengindikasi 

Kinerja 

Mutu Pelayanan Pedoman 

Penilaian 

Tenggang Waktu 

Perbaikan atau Toleransi 

yang diijinkan 

1.1 Roughness Jalan primer: 

- Beton aspal IRI > 3m/km 

 

Jalan sekunder/tersier 

- Beton aspal IRI > 4m/km 

- Lapen, asbuton IRI > 6m/km 

- Surface dressing IRI > 

6m/km 

- NAASRA 

roughness 

meter (SNI 03-

3426-1994) 

- Kalibarasi IRI 

vs NAASRA 

Tidak ada toleransi 

     

1.2 Kerusakan    

1.2.1 Retak - Lebar retak > 3mm 

- Pada setiap 50m panjang, 

luas retak tidak > 10% luas 

permukaan1 

PCS (TRL & 

Pustran, 1990) 

Retak > 3mm harus 

ditutup dalam jangka 

waktu maksimum 7 hari 

setelah terjadinya 

kerusakan 

1.2.2 Deformasi    

1.2.2.1 Alur - Kedalaman alur max 15mm 

- Tidak diizinkan terdapat 

kedalaman alur >10mm 

sebanyak >5% per km 

PCS (TRL & 

Pustran, 1990) 

Kedalaman alur melebihi 

batas yang diijinkan harus 

diperbaiki dalam jangka 

waktu maksimum 15 hari 

1.2.2.2 Amblas 

(depression) 

Kedalaman amblas 

maksimum 10mm 

Tidak boleh terdapat amblas > 

5mm sebanyak 5% per km 

PCS (TRL & 

Pustran, 1990) 

Kedalaman amblas 

melebihi batas yang 

diijinkan harus diperbaiki 

dalam jangka waktu 

masimum 15 hari 

1.2.2.3 Gelombang/ 

keriting 

<100 m2 per km PCS (TRL & 

Pustran, 1990) 

Gelombang melebihi 

batas yang diijinkan harus 

diperbaiki dalam jangka 

waktu masimum 30hari 

 

Dari segi geoteknik, untuk kasus timbunan jalan di atas tanah lunak dapat menggunakan 

kriteria deformasi dan faktor keamanan seperti diperlihatkan pada Tabel 4.2. Kriteria 

deformasi tersebut didasarkan pada target derajat konsolidasi selama masa konstruksi 

dan kecepatan penurunan setelah konstruksi. Faktor keamanan yang menjadi kriteria 

adalah faktor keamanan jangka pendek karena kondisi paling kritis adalah saat konstruksi 
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selesai, dan untuk kasus timbunan faktor keamanan akan meningkat seiring dengan 

bertambahnya derajat konsolidasi. 

Tabel 4.2. Kriteria Kinerja Geoteknik 

Kelas 

Jalan 

Deformasi yang Disyaratkan selama Masa 

Konstruksi  

Percepatan 

Penurunan Setelah 

Konstruksi 

Faktor Keamanan 

Jangka Pendek 

(Selama Masa 

Konstruksi) 

I �  Derajat konsolidasi > 90%  
�  Deformasi lateral harus dibatasi untuk 

menjamin keamanan pada bangunan 
sekitarnya 

< 20 mm per tahun 1.4 

II �  Derajat konsolidasi > 85%  
�  Deformasi lateral harus dibatasi untuk 

menjamin keamanan pada bangunan 
sekitarnya 

< 25 mm per tahun 1.4 

III �  Derajat konsolidasi > 80%  
�  Deformasi lateral harus dibatasi untuk 

menjamin keamanan pada bangunan 
sekitarnya 

< 30 mm per tahun 1.3 

IV �  Derajat konsolidasi > 75%   < 30 mm per tahun 1.3 

Keterangan:  

jumlah penurunan selama masa pelaksanaan
Derajat konsolidasi = 

perkiraan penurunan total
 

Sumber:  
- Guideline on Road Construction over Peat and Organic Soils (DPU, 2001). 
- Panduan Geoteknik 4: Desain dan Konstruksi, Timbunan Jalan pada Tanah Lunak (DPU, 

2001). 
 
Untuk memverifikasi apakah kriteria kinerja pada Tabel 4.2 dapat dipenuhi, dilakukan verifikasi 

data kinerja timbunan uji di atas tanah gambut (Berengbengkel, Kalimantan Tengah) dan di atas 

tanah lempung lunak (Kaliwungu, Semarang).  

 

Gambar 4.1 memperlihatkan skema timunan uji Tipe IA (normal embankment) di Berengbengkel. 

Tipe IA tersebut merupakan timbunan biasa tanpa adanya perkuatan dengan tinggi timbunan 4m 

yang di bangun di atas tanah gambut dengan ketebalan 3.5m. Gambar 4.2 memperlihatkan kinerja 

timbunan uji tersebut berupa penurunan vertikal yang diukur dengan instrumen settlement plate. 

Dengan melihat data penurunan tersebut, 90% penurunan konsolidasi primer tercapai dalam waktu 

kurang lebih 90 hari (tiga bulan). Oleh karena itu, persyaratan derajat konsolidasi sebesar 90% 

dapat tercapai dalam masa konstruksi. Hal ini diakibatkan sifat gambut yang sangat permeabel 

(lulus air) sehingga konsolidasi primer dapat tercapai dalam waktu yang relatif cepat. Akan tetapi 

intervensi teknologi masih dibutuhkan untuk dapat memenuhi kriteria percepatan penurunan 

setelah masa konstruksi mengingat adanya penurunan sekunder dan tersier dari gambut. 
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Gambar 4.1. Timbunan Uji Tipe IA (Normal Embankment) di Berengbengkel, Kalimantan 
Tengah 
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Gambar 4.2. Kinerja Timbunan Uji Tipe IA (Normal Embankment) Berengbengkel 
 

Gambar 4.3 memperlihatkan gambar timbunan uji di atas tanah lempung lunak di 

Kaliwungu, Semarang. Sifat permeabilitas dari lempung ini sangat berbeda jauh dengan 

gambut dimana nilai permeabilitas lempung berkisar antara 10-5cm/detik – 10-7cm/detik. 

Timbunan uji setinggi 3.5m ini tidak menggunakan teknologi dan berada di atas deposit 

tanah lunak setebal 20m. Gambar 4.4  kinerja timbunan uji dari hasil pemantauan 

penurunan (dengan instrumen settlement plate) dan tekanan air pori (dengan instrumen 

pneumatic piezometer). 

 

Dari hasil pembacaan tekanan air pori di Gambar 4.4 terlihat tekanan ekses air pori 

maksimum adalah 20kPa. Prediksi derajat konsolidasi dari pembacaan tekanan air pori 
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memperlihatkan bahwa derajat konsolidasi 90% dicapai dalam waktu kurang lebih 400 

hari. 

 

Apabila digunakan teknologi, seperti Prefabricated Vertical Drain (PVD) seperti di 

timbunan uji Tipe III di Kaliwungu, maka konsolidasi bisa dipercepat. Gambar 4.5 

memperlihatkan timbunan uji Tipe III di Kaliwungu. Timbunan setinggi 4m ini 

menggunakan PVD sepanjang 20m dengan pola segitiga dengan spasi 1.2m. 

 

Gambar 4.6 memperlihatkan kinerja timbunan dari segi penurunan dan tekanan air pori. 

Terlihat bahwa derajat konsolidasi 90% (dari prediksi disipasi tekanan air pori) dicapai 

dalam waktu kurang lebih 120 hari. Dapat disimpulkan bahwa kriteria kinerja dari segi 

kecepatan penurunan (Tabel 4.2) dapat dicapai pada kasus timbunan di atas tanah 

lempung lunak.  

 

 

Gambar 4.3. Timbunan Uji Tipe IA (Normal Embankment) di Kaliwungu, Semarang 
 



 

   49 

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

0 100 200 300 400 500 600

S
et

tle
m

en
t (

m
) 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

F
ill

 T
hi

ck
ne

ss
 (

m
)

Filling Thickness 

Measured

Measured

0

5

10

15

20

25

0 100 200 300 400 500 600

Time (day)

P
or

e 
P

re
ss

ur
e 

(k
P

a)
 

Measured

 

Gambar 4.4. Kinerja Timbunan Uji Tipe IA (Normal Embankment) Kaliwungu 
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Gambar 4.5. Timbunan Uji Tipe III (PVD Embankment) di Kaliwungu, Semarang 
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Gambar 4.6. Kinerja Timbunan Uji Tipe III (PVD Embankment) Kaliwungu 

4.4 Pedoman PBC Volume I dan Decision Support Syste m 

Dari hasil kajian pustaka dan diskusi, disepakati untuk membuat pedoman dalam dua 

volume seperti telah diterangkan di Bab 3. Volume I bersifat teori yang diberi judul 

”Practical Guideline on Performance Based Contract for Road Construction in Indonesia” 

termasuk di dalamnya Decision Support System untuk pemilihan jenis kontrak. Volume II 

bersifat lebih aplikatif yang antara lain berisi aplikasi PBC pada beberapa contoh proyek 

yang telah dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan di Indonesia. Volume II juga 

berisi hasil studi komparatif terhadap Kontrak Tradisional dan PBC. 
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Pedoman Volume I secara lengkap disajikan pada Lampiran D dan mempunyai outline 

sebagai berikut: 

- BAB 1: Introduction and Objectives 

Bab ini berisi pengenalan dan tujuan dari pedoman PBC untuk pembangunan jalan di 

Indonesia. 

 

- BAB 2: Indonesian situation, requirements and polic y on Performance Based 

Contracts 

Sebagai tambahan dari Bab 1, bab ini menjelaskan kondisi spesifik di Indonesia dan 

latar belakang perlunya PBC diterapkan di Indonesia. Bab ini juga berisi pelaksanaan 

proyek (siklus proyek) yang dilaksanakan saat ini di Bina Marga dan juga tinjauan 

aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan PBC.  

 

- BAB 3: General description of types of contracts 

Pada suatu proyek jalan, kontraktor biasanya mempunyai kewajiban untuk 

membangun jalan atau infrastruktur tersebut. Akan tetapi terdapat jenis-jenis kontrak 

yang dapat mewajibkan kontraktor untuk melaksanakan tugas lainnya seperti 

perencanaan, pemeliharaan, pengoperasian atau bahkan membiayai proyek. Hal ini 

tergantung dari batasan kompleksitas proyek, pembiayaan dan waktu.  

 

Bab ini memberikan paparan dan deskripsi singkat mengenai beberapa jenis kontrak 

yang biasa digunakan dalam proyek infrastruktur. Di akhir Bab ini disajikan tabel yang 

menghubungkan tipe-tipe kontrak terhadap aspek-aspek inovatif dari mulai kontrak 

yang bersifat tradisional sampai kontrak yang lebih bersifat lifecycle. 

 

- BAB 4: General stepwise road infrastructure project  approach 

Bab ini memberikan saran langkah-langkah yang harus ditempuh dalam suatu proyek 

infrastruktur. Sebelum penentuan tipe kontrak, beberapa langkah harus diambil seperti 

mendefinisikan tugas, fungsi dan kewajiban yang berkaitan dengan kontraktor, pemilik 

proyek dan perencana. 

 

- BAB 5: Detailed description of Types of Contracts 

Bab 5 menjelaskan mengenai tipe-tipe kontrak yang telah dijelaskan di Bab 3 secara 

lebih detail. Bab ini hanya beberapa tipe kontrak yang sesuai dengan kondisi di 

Indonesia untuk menerapkan PBC. Tipe-tipe kontrak tersebut dalam bab ini dibedakan 

menjadi kontrak tradisional, kontrak terintegrasi dan kontrak lifecycle. 
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- BAB 6: Preliminary activities to contract selection  

Proyek infrastruktur baik dalam skala kecil maupun skala besar mempunyai resiko, 

oleh karena itu pemahaman mengenai resiko yang akan dihadapi sangat penting. Hal 

ini merupakan langkah pertama yang disebut manajemen resiko. Dengan melakukan 

manajemen resiko dan analisis resiko, resiko dapat dikontrol dengan baik dan oleh 

karenanya merupakan bagian penting dari suatu proyek perencanaan dan konstruksi. 

Manajemen resiko memfokuskan pada inventarisasi dan kuantifikasi resiko dan untuk 

menentukan langkah-langkah antisipasinya.  

 

Bab ini memberikan penjelasan mengenai aktifitas-aktifitas penting yang harus 

disiapkan sebelum pemilihan jenis kontrak yaitu analisis dan manajemen resiko. 

Dalam Bab ini disajikan asesmen resiko untuk tahap perencanaan dan konstruksi 

sebagai alat untuk memilih tipe kontrak. Bab ini merupakan kelanjutan dari Bab 4 dan 

menjelaskan asesmen resiko secara lebih detail. 

 

- BAB 7: Contract and contractor selection 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dan dianalisis melalui bab-bab sebelumnya, 

Bab 7 menerangkan mengenai pemilihan tipe kontrak yang paling sesuai untuk suatu 

proyek. Suatu decision support system (DSS) diberikan dalam bab ini sebagai 

panduan dalam memilih tipe kontrak. Di akhir bab ini juga dijelaskan panduan untuk 

memilih kontraktor. 

 

- BAB 8: International standard contract forms 

Bab 8 menerangkan mengenai aspek-aspek kontrak dalam rekayasa teknik sipil. Bab 

ini juga menjelaskan paparan mengenai Kondisi Kontrak yang biasa digunakan untuk 

proyek konstruksi international. 

 

- BAB 9: Epilogue and pilot project procedure 

Bab 9 menjelaskan mengenai epilog pedoman dan diakhiri dengan definisi suatu pilot 

project sebagai langkah lanjutan dari pedoman. Bab ini memberikan outline umum 

mengenai prosedur yang harus diikuti untuk menerapkan PBC. 
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5 Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Perlunya Penerapan PBC di Indonesia 

Dari hasil Workshop, ditengarai perlunya menerapkan kontrak berbasis kinerja 

(Performance Based Contract, PBC) di Indonesia karena alasan sebagai berikut: 

·  Perlunya mempertahankan tingkat layanan jalan selama umur rencananya dengan 

pekerjaan pemeliharaan yang efisien. 

·  Meningkatnya biaya pemeliharaan jalan akibat keterlambatan pekerjaan pemeliharaan 

yang diakibatkan terlambatnya ketersediaan dana 

·  Perlunya mengefisienkan sumber daya manusia dalam pengadaan jasa konsultansi 

dan konstruksi  

·  Perlunya integrasi antara perencanaan dan konstruksi akibat keterbatasan waktu 

proyek (misalnya pembangunan Jembatan Cipada di Cipularang) 

·  Sulitnya menentukan pihak yang bertanggung jawab antara pemilik proyek dan 

penyedia jasa apabila terjadi kegagalan konstruksi 

·  Perlunya menciptakan inovasi teknologi untuk menurunkan biaya konstruksi jalan di 

atas tanah lunak. 

 

Dengan penerapan PBC diharapkan persoalan-persoalan tersebut dapat direduksi karena 

PBC mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

- Menggunakan satu kontrak untuk perencanaan, konstruksi dan pemeliharaan 

(tergantung jenis kontrak). Dengan menggunakan satu kontrak, penyedia jasa 

bertanggung jawab secara penuh untuk dapat memenuhi kinerja jalan selama umur 

rencananya. 

- Kontrak bersifat lumpsum. Dengan kontrak lumpsum, tidak ada lagi claim, perubahan 

order kontrak (change of contract order) misalnya akibat kesalahan desain (design 

defect) sehingga pemilik proyek dapat mempunyai estimasi biaya proyek yang lebih 

pasti. 

- Menggunakan spesifikasi kinerja. Berbeda dengan kontrak tradisional yang 

mensyaratkan proses dan produk pekerjaan, dalam spesifikasi kinerja pemilik proyek 

hanya mensyaratkan kinerja jalan yang diinginkan. Penggunaan spesifikasi kinerja ini 
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dapat menstimulasi terciptanya inovasi-inovasi teknologi karena penyedia jasa bebas 

memilih alternatif-alternatif teknologi selama kinerja jalan yang disyaratkan pemilik 

proyek dapat dicapai. 

5.1.2 Tipe Kontrak untuk PBC 

Dari hasil kajian, tipe-tipe kontrak dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut yaitu: 

- Tradisional: memisahkan perencanaan, konstruksi dan pemeliharaan 

- Terintegrasi: perencanaan dan konstruksi digabung 

- Lifecycle: perencanaan, konstruksi dan pemeliharaan digabung 

 

Tipe kontrak yang sesuai untuk PBC adalah tipe kontrak terintegrasi dan kontrak lifecycle, 

yaitu: 

- Kontrak tim pembangunan (building team contract) 

- Kontrak perencanaan dan pembangunan (design and build contract) 

- Kontrak terima jadi (turnkey contract) 

- Kontrak umum (general contract) 

- Kontrak perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan (design, build and 

maintenance contract) 

- Kontrak pembangunan, pengoperasian dan transfer (build, operate and transfer 

contract) 

- Kontrak aliansi (alliance contract) 

5.1.3 Panduan Pemilihan Tipe Kontrak dan Decision S upport System 

Penyusunan konsep panduan pemilihan tipe kontrak dan decision support system telah 

dilakukan pada Tahun Anggaran ini. Judul konsep panduan ini adalah “Practical Guideline 

on Performance Based Contracts in Indonesia”. Panduan ini terdiri dari 9 Bab yang 

mencerminkan langkah-langkah penentuan tipe kontrak serta decision support system.  

 

Dari hasil workshop diperlukan adanya tambahan dari konsep pedoman yang bersifat 

lebih aplikatif. Oleh karena itu disepakati untuk membuat pedoman PBC menjadi dua 

volume sebagai berikut: 

- Volume I (bersifat teori) yang diberi judul ”Practical Guideline on Performance Based 

Contract for Road Construction in Indonesia” termasuk di dalamnya Decision Support 

System untuk pemilihan jenis kontrak yang telah terpenuhi dalam Tahun Anggaran 

2006.  Konsep pedoman Volume I dalam bahasa Inggris disajikan pada Lampiran D. 
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- Volume II antara lain berisi aplikasi PBC pada beberapa contoh proyek yang telah 

dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan di Indonesia dan Belanda. Volume II 

juga berisi hasil studi komparatif terhadap Kontrak Tradisional dan PBC. Konsep 

Pedoman Volume II direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2007. 

 

Sebagai tindak lanjut verifikasi pedoman PBC, di Tahun Anggaran 2007 tim penelitian 

akan membuat proposal pilot project. Kegiatan ini akan mencakup pemilihan lokasi 

proyek, penentuan employer requirements, desain preliminer, dokumen kontrak serta 

estimasi biaya yang dibutuhkan. 

5.2 Saran 

Sebelum PBC diterapkan terdapat beberapa aspek yang berpotensi menjadi kendala. 

Berikut ini adalah saran langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi 

kendala-kendala tersebut diantaranya:  

1. Perlunya melakukan analisis resiko dalam tahap perencanaan dan manajemen resiko  

selama berlangsungnya proyek 

2. Perlunya mendefinisikan alokasi resiko antara pemilik proyek dan penyedia jasa.  

3. Perlunya sosialisasi mengenai PBC dan bantuan teknis terhadap penyedia jasa dalam 

tahap-tahap awal implementasi PBC. Sebagai langkah sosialisasi PBC di Indonesia, 

disarankan pada Tahun Anggaran 2007 untuk membuat makalah dalam jurnal-jurnal 

konstruksi. 

4. Perlunya regulasi yang mendukung penerapan PBC yaitu perihal pekerjaan yang 

dapat dilakukan secara terintegrasi, kontrak tahun jamak, kontrak lump sum, dan 

definisi jenis kontrak. Secara lebih detail regulasi yang dibutuhkan adalah sebagai 

berikut: 

a. Integrasi antara tahap perencanaan, konstruksi dan pemeliharaan. 

Peraturan yang ada saat ini mensyaratkan kriteria suatu pekerjaan jasa konstruksi 

yang dapat dilakukan secara terintegrasi yaitu pekerjaan pekerjaan yang bersifat 

kompleks, memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi dan memiliki 

biaya besar. Peraturan tersebut dijabarkan secara lebih detail dalam Keputusan 

Menteri dan Surat Edaran Menteri. Hal ini dapat menjadi kendala apabila 

pelaksanaan proyek dengan PBC tidak dapat memenuhi persyaratan dalam 

Keputusan Menteri tersebut. 

b. Kontrak tahun jamak. 
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Kepres No. 80/2003 mensyaratkan bahwa kontrak tahun jamak akan 

membutuhkan persetujuan dari Menteri Keuangan apabila proyek dibiayai oleh 

APBN. Apabila sumber dana berasal dari pinjaman/hibah luar negeri maka kontrak 

tersebut tidak akan membutuhkan persetujuan Menteri Keuangan. Oleh karena itu 

apabila PBC akan diterapkan perlu diantisipasi waktu persiapan kontrak yang lebih 

lama apabila menggunakan dana APBN.  

c. Kontrak lump sum 

Dari Kepres No 80/2003, kontrak lumpsum dapat diterapkan untuk jenis pekerjaan 

borongan yang perhitungan volumenya sudah diketahui dengan pasti berdasarkan 

gambar rencana dan spesifikasi teknis. Akan tetapi dalam PBC yang menjadi 

acuan pembayaran adalah kinerja dari suatu hasil konstruksi dan bukan volume 

pekerjaan. Oleh karena itu dibutuhkan adanya peraturan perundangan yang 

mengatur pembayaran lumpsum untuk kontrak berbasis kinerja (Keputusan 

Menteri Pekerjaan Umum). 

d. Jenis kontrak 

Menurut Pasal 30 Keppres No. 80/2003, jenis kontrak hanya dibedakan 

berdasarkan bentuk imbalan, jangka waktu pelaksanaan dan jumlah pengguna 

barang/jasa. Dalam penerapan PBC akan dibutuhkan regulasi lebih lanjut 

mengenai jenis-jenis kontrak berdasarkan tingkat integrasi antara perencanaan, 

konstruksi dan pemeliharaan. 

 

Sebagai alat verifikasi terhadap pedoman PBC, disarankan untuk melakukan pilot project 

pada dua seksi jalan di atas tanah lunak dengan menggunakan kontrak tradisional dan 

PBC.  Dengan dua kontrak tersebut diharapkan efektifitas penerapan PBC dari segi biaya 

maupun keandalan dibandingkan terhadap kontrak tradisional dapat diketahui. Setiap 

seksi uji coba tersebut disarankan mempunyai panjang minimal 1km dan kontrak untuk 

seksi uji coba sebaiknya meliputi kegiatan pemeliharaan jalan.  
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